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KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu rincian
pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan selama satu tahun. Sedangkan Rencana
Strategis adalah rencana kerja selama 5 (lima) tahun yang menggambarkan
visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi/instansi beserta
pencapaiannya. Setiap organisasi atau instansi selayaknya mempunyai suatu
dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang memiliki peran
sebagai dasar tuntunan dalam penetapan kebijakan dan program kerja yang
akan dilakukan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan organisasi/instansi
dapat tercapai dan terkendali dengan baik.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah
yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun yang akan
digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil
evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Perkiraan capaian tahun
berjalan. Semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dan keberhasilan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dan Tim
Penyusun RKPD yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja
keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik.

Demikian RKPD Kesbangpol Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini

dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Purbalingga, 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah
satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkokoh kesatuan dan
persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang
tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem
politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan
penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat,
tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan
pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara
pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya
pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat
suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah
tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh
daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.
Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari
sistem perencanaan pembangunan nasional.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa
jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana
pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Sesuai
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa setiap Perangkat
Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, dan

dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat



Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi
dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat
Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga
yaitu“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat
Sejahtera yang Berakhlak Mulia”, yang menjadi landasan dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Stategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke
dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan
Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan
melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai
pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi
seluruh aparat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam
membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju
masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat
Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja
pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya
manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana
pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna
mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) yang disertai
upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan
masyarakat yang sudah tercapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purbalingga Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu)
tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam

anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.2. Landasan Hukum
Landasan Hukum dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tantang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);



Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2009 Nomor 01);

. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana



1.1.

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Purbalingga tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2021 Nomor 05);

. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2022 Nomor 72);

. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Purbalingga Nomor 109) ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 109);

. Peraturan Bupati Purbalingga nomor 127 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;

Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun 2024 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
1.3.1. Maksud

a. Menyelaraskan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta
penganggaran tahun 2024;



b. Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun
anggaran 2021 dan 2022.
1.3.2. Tujuan
a. Menjabarkan rencana strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 ke dalam program, kegiatan
dan sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun 2024;
b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan
Kesatuan Bangsa dan politik tahun 2024.
1.2. Sistematika Penulisan
Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB | PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
1.2.Landasan Hukum
1.3.Maksud dan Tujuan

1.4.Sistematika Penulisan

BAB Il HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK TAHUN 2022
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.3. lIsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
2.4. Review terhadap RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB Il TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
BABYV PENUTUP



BAB I
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun

2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 109) pasal 2 huruf e

nomor 5 telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dengan Intensitas Besar melaksanakan urusan Pemerintahan Umum bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga nomor 127 Tahun 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Secara umum tugas Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan

Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah

dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;



c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan
wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional
dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BAKESBANGPOL;

g. pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Badan Kesatuanj
Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga melaksanakan kegiatan di bidang
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Peningkatan Peran Partai
Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika
serta Budaya Politik, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan,
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi
Penanganan Konflik Sosial di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 dan pencapaian kinerja
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditujukan untuk
mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta hambatan dan
permasalahan yang di hadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui standar yang
mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program, kegiatan dan sub



kegiatan yang telah direncanakan, berdasarkan perbandingan antara indikator dengan

target kinerja yang telah ditetapkan sebagai instrument penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dan
2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tahun Anggaran 2021

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Sisa
Anggaran

Prosen
tase

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.981.767.100

1.809.680.451

172.086.649

91,32

A Perencanaan,
Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

7.940.000

7.059.800

880.200

88,91

1

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

5.610.000

4.729.800

880.200

84,31

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

2.330.000

2.330.000

100

B Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

1.641.873.000

1.504.264.680

137.608.320

91,62

1

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

1.480.363.000

1.352.131.401

128.231.599

91,34

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

72.210.000

66.701.779

5.508.221

92,37

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

88.000.000

84.131.500

3.868.500

95,60

Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

1.300.000

1.300.000

100

C Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

D

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

116.885.000

108.308.178

8.576.822

92,66

1

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

2.035.000

2.022.000

13.000

99,36

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

5.000.000

5.000.000

100




No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Sisa
Anggaran

Prosen
tase

3 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

69.745.000

61.303.378

8.441.622

87,90

4 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

7.500.000

7.500.000

100

5 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

2.040.000

1.980.000

60.000

97,06

6 Penyediaan
Bahan/Material

20.825.000

20.825.000

100

7 Fasilitasi Kunjungan
Tamu

8.000.000

7.962.800

37.200

99,54

8 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

1.740.000

1.715.000

25.000

98,56

E Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

15.350.000

12.843.000

2.507.000

83,67

1 Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

2 Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

15.350.000

12.843.000

2.507.000

83,67

F Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

199.719.100

177.204.793

22.514.307

88,73

1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

240.000

240.000

100

2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

49.261.100

31.413.493

17.847.607

63,77

3 Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

4 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

80.518.000

75.886.300

4.631.700

94,25

5 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

9.700.000

9.665.000

35.000

99,64

6 Pemeliharaan/Rehabilitas
i Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

60.000.000

60.000.000

100

PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

78.674.000

25.694.000

52.980.000

32,66

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan

78.674.000

25.694.000

52.980.000

32,66




No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Sisa
Anggaran

Prosen
tase

Perumusan Kebijakan Teknis
di Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

78.674.000

25.694.000

52.980.000

32,66

PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

1.301.048.000

1.285.104.000

15.944.000

98,77

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

1.301.048.000

1.285.104.000

15.944.000

98,77

Pelaksanaan Kebijakan Di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Di Daerah

1.301.048.000

1.285.104.000

15.944.000

98,77

PROGRAM PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

553.511.000

506.720.890

46.790.110

91,55

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

553.511.000

506.720.890

46.790.110

91,55

1 Penyusunan Bahan
Perumusan Kebijakan di
bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing
di Daerah

141.873.000

120.356.500

21.516.500

84,83

2 Pelaksanaan Kebijakan
dibidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing
di Daerah

411.638.000

386.364.390

25.273.610

93,86




No

Uraian

Anggaran

Realisasi

Sisa
Anggaran

Prosen
tase

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

104.995.000

101.912.500

3.082.500

97,06

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial dan Budaya

104.995.000

101.912.500

3.082.500

97,06

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

104.995.000

101.912.500

3.082.500

97,06

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL
DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI
PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

981.681.000

770.076.000

211.605.000

78,44

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

981.681.000

770.076.000

211.605.000

78,44

1 Penyusunan Program
Kerja di Bidang
Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

590.980.000

564.006.000

26.974.000

95,44

2 Pelaksanaan Koordinasi
di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

326.870.000

149.440.000

177.430.000

45,72




No Uraian Anggaran Realisasi A Sisa Prosen
nggaran tase
3 Pelaksanaan Monitoring, 63.831.000 56.630.000 7.201.000 | 8872
Evaluasi dan Pelaporan
di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
5.001.676.100 4.499.187.841 502.488.259 89,95
Tabel 2.2
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun Anggaran 2022
PERSEN | EFISIENSI
No. URAIAN KEGIATAN ANGGARAN REALISASI TASE ANGGARAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.858.652.000 | 6.243.157.754 91,03 | 615.494.246
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH 2.341.665.000 | 2.111.051.941 90,15 | 255.668.059
KABUPATEN/KOTA
1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan 7.950.000 3.630.000 45,66 4.320.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1 | Penyusunan Dokumen 5.620.000
Perencanaan Perangkat 1.300.000 23,13 4.320.000
Daerah
1.1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat 2.330.000 2.330.000 100 -
Daerah
1.2.  Administrasi Keuangan Perangkat 1.688.705.000 | 1.515.920.896 89,77 | 172.784.104
Daerah
1.2.1. | Penyediaan Gaji dan 1.355.036.085 148.878.915
Tunjangan ASN 1.503.915.000 90,10
1.2.2. | Penyediaan Administrasi 86.340.000 74.694.811 11.645.189
Pelaksanaan Tugas ASN 86,51
1.2.3 | Koordinasi dan 98.450.000 86.190.000 12.260.000
Pelaksanaan Akuntansi SKPD 87,55
1.3. Administrasi Barang Milik Daerah 8.000.000 8.000.000 100
pada Perangkat Daerah -
1.3.1 | Penatausahaan Barang Milik 8.000.000 8.000.000 100 -
Daerah pada SKPD
1.4. Administrasi Umum Perangkat 75.048.000 64.831.225 86,39 10.216.775
Daerah
1.4.1. | Penyediaan Komponen 1.035.000 1.025.200 99,05 9.800
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor




No. URAIAN KEGIATAN ANGGARAN | REALISASI | | o(o0N | EFISIENSI
TASE ANGGARAN
1.4.2. | Penyediaan Bahan Logistik 40.788.000 35.409 820 5378180
Kantor 86,81
1.4.3. | Penyediaan Bahan 2.400.000 2.160.000
Bacaan dan Peraturan 90 240.000
Perundang-undangan
1.4.4. | Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.000.000 14.386.205 2 613.795
84,62
1.4.5. | Penyelenggaraan Rapat 6.625.000 4.650.000
Koordinasi dan Konsultasi 70,19 1.975.000
SKPD
1.4.6. | Dukungan Pelaksanaan 7.200.000 7.200.000 -
Sistem Pemerintahan Berbasis 100
Elektronik pada SKPD
1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah 25.055.000
Penunjang Urusan Pemerintah 25.055.000 100 -
Daerah
1.5.1. | Pengadaan Peralatan dan 25.055.000 25.055.000 -
Mesin Lainnya 100
1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah 385.257.000 320.709.820 83,25 64.547.18
1.6.1. | Penyediaan Jasa Surat 1.000.000 996.000 4.000
Menyurat 99,60
1.6.2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, 90.782.000 71.049.370
Sumber Daya Air dan Listrik 78,26 19.732.630
1.6.3. | Penyediaan Jasa Peralatan 55.075.000 49.384.450
dan 89,67 5.690.550
Perlengkapan Kantor
1.6.4. | Penyediaan Jasa 238.400.000 199.280.000 39.120.000
Pelayanan Umum Kantor 83,59
1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan 151.650.000 147.850.000 97,49 3.800.000
Daerah
1.7.1. | Penyediaan Jasa 117.150.000
Pemeliharaan, Biaya 98
Pemeliharaan, Pajak, dan 114.810.000 2.340.000
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan
1.7.2. | Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya 12.500.000 11.545.000 92,36 955.000
1.7.3. | Pemeliharaan/Rehabilitasi 22.000.000 21.495.000 505.000
Gedung Kantor dan 97,70
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER 81.809.000 81.259.000 99,33 550.000
KEBANGSAAN
2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 81.809.000 99,33
Ideologi Pancasila dan Karakter 81.259.000 550.000

Kebangsaan




No.

URAIAN KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

PERSEN
TASE

EFISIENSI
ANGGARAN

211,

Penyusunan Program Kerja di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang ldeologi Wawasan
Kebangsaan,

Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bineka

Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

76.809.000

76.309.000

99,35

500.000

Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Ideologi Wawasan
Kebangsaan,

Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bineka

Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

5.000.000

4.950.000

99

50.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

1.897.188.000

1.758.234.647

92,68

138.953.353

3.1

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya

Politik,

Peningkatan Demokrasi,

Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi

Politik

1.897.188.000

1.758.234.647

92,68

138.953.353

3.11

Pelaksanaan Kebijakan Di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik Di
Daerah

1.892.188.000

1.753.234.647

92,66

138.953.353




No.

URAIAN KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

PERSEN
TASE

EFISIENSI
ANGGARAN

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

5.000.000

5.000.000

100

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

783.190.000

750.807.000

95,87

32.383.000

4.1.

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

783.190.000

750.807.000

95,87

32.383.000

4.1.1. | Penyusunan Program Kerja
dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

267.350.000

256.817.000

96,06

10.533.000

Pelaksanaan Kebijakan
dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

510.840.000

488.990.000

95,72

21.850.000

4.1.3. | Pelaksanaan Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan
Dibidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing di

Daerah

5.000.000

5.000.000

100

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

367.980.000

293.067.473

79,64

74.912.527

5.1.

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Budaya

367.980.000

293.067.473

79,64

74.912.527

5.1.1. | Penyusunan Program Kerja di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di

Daerah

61.500.000

5.379.000

8,75

56.121.000




No.

URAIAN KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

PERSEN
TASE

EFISIENSI
ANGGARAN

5.1.2.

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah

306.480.000

287.688.473

93,87

18.791.527

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL

1.386.820.000

1.273.792.693

91,85

113.027.307

6.1.

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan

Penan

anan Konflik Sosial

1.386.820.000

1.273.792.693

91,85

113.027.307

6.1.1.

Penyusunan Program Kerja di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

528.820.000

500.140.193

94,58

28.679.807

Pelaksanaan Koordinasi di
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

553.000.000

498.550.000

90,15

54.450.000

Pelaksanaan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Kewaspadaan

Dini, Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

75.000.000

72.700.000

96,93

2.300.000

Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten/Kota

230.000.000

202.402.500

88

27.597.500




Berdasarkan tabel di atas program-program prioritas Kantor Kesbangpol
Kabupaten Purbalingga diuraikan dalam 6 Program, 11 Kegiatan dan 32 sub kegiatan.
Anggaran belanja Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021
adalah sebesar Rp. 5.001.676.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp
4.499.187.841 atau 89,95% yang meliputi :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 4.991.676.100,- dengan realisasi sebesar Rp.
4.489.187.871,- atau sebesar 89,95%

2. Belanja Modal sebesar Rp. 10.0000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
10.000.000,- atau 100%

Dari data di atas maka pada tahun anggaran 2021 terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp 502.488.259 atau sebessar 10,05% dikarenakan pada masa-masa pandemic

covid-19 sebagian besar rapat koordinasi dilaksanakan secara daring dan sosialisasi

Ideologi Pancasila dilaksanakan secara terbatas dan hybrid (daring dan luring).

Pada Tahun Anggaran 2022 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Purbalingga mempunyai 6 Program, 12 Kegiatan dan 36 sub kegiatan.

Anggaran belanja Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga pada tahun 2022

adalah sebesar Rp. 6.858.652.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp

6.268.212.754,- atau 91,03% yang meliputi :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 6.833.597.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
6.243.157.754,- atau sebesar 91,03%

2. Belanja Modal sebesar Rp. 25.055.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
25.055.000,- atau 100%

Dari data di atas maka pada tahun anggaran 2022 terdapat efisiensi anggaran

sebesar Rp 590.439.246,- atau sebessar 8,97% dikarenakan efisiensi pada

perjalanan dinas luar daerah dan adanya belanja hibah uang yang tidak terserap

karena penerima hibah tidak dapat melengkapi persyaratan pencairan hibah uang.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga)

sasaran serta 4 (empat) indikator Kinerja Utama sampai dengan tahun 2022 telah

memiliki pencapaian Rencana Strategis pada tahun 2023 dan target sampai dengan

tahun 2024 seperti pada tabel 2.3 berikut :



Nama Perangkat Daerah : KANTOR KESATUAN BANGSA

Tabel 2.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Kabupaten Purbalingga

Indikator Kinerja Program
(outcomes)

Perkiraan Realisasi

2 Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Target Capaian
I Kegiatan (output) / Target Target Program dan Kegiatan Tahun Lalu | Program, Target Renstra
Sub Kegiatan (sub Kinerja Kinerja (2022) Kegiatan Perangkat Daerah
Urusan/Bidang Urusan output) gapalan Hasil dan Sub s/d Tahun 2023
Kode Pemerintahan Daerah Dan rogram Program Kegiatan icasi
- (Renstra Target | Realisasi ; Realisasi | i at
Program/Kegiatan/Sub Peranakat dan arge > (Renja Capaian gk
Kegiatan 9 Keluaran Renja Renja Tinakat | Perangkat [ p Capaian
Daerah) i Perangkat | Perangkat ingkat rogram, Realisasi
Tahun Kegiatan 9 9 h Realisasi Daerah | Kegiatan dan T
it s/d tahun Daerah Daera (%) Tahun Sub arget
2021 Tahun Tahun 2023) Kegiatan s/d Renstra
e e Tahun 2023 (%]
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (5+7+9) [ 11 =(10/4)
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8| 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8|01 |01 PROGRAM PENUNJANG 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
80101201 Perencanaan, Penganggaran, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
8|101|01|201 01 | Penyusunan Dokumen Jumlah  Dokumen 2 2 100% 2 100%
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat 2 2 6
Daerah




2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+49) | 11 =(10/4)
011011201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat JL-JmIgh Laporan Evaluasi 5 2 100% 2 100%
Daerah Kinerja Perangkat 2 2 6
Daerah
01 | 01 | 2.02 é?;"r:;:f:tr"l‘)s;e’(;:angan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang vyang o
01101202 01 ASN Menerima Gaji dan 20 ASN 13 ASN 20 ASN 13 ASN 65 20 ASN 46 ASN 100%
Tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 0 o o
01]01]202 | 02 Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi 12 dok 100% 12 dok 100% 12 dok 24 dok 100%
Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi o o
0101|202 | 04 Akuntansi SKPD dan Pelaksanaan Akuntansi 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 100% 12 dok 24 dok 100%
SKPD
01| 01 |2.03 Administrasi Barang Milik 100% 100 100% 100% 100%
Daerah pada Perangkat Daerah
100 100
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan o o
0101|203 | 06 Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang 3 dok 3 dok 3 dok 100% 3 dok 9 dok 100%
MilikDaerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian 0 - 2 2 100%
Perangkat Daerah -
Pendidikan dan Pelatihan 0 - 2 2 100%
Pegawai Berdasarkan Tugas dan -
Fungsi
01| 01 | 2.06 Administrasi Umum Perangkat 12 bulan 12bulan |  12bulan | 12 bulan 100% | 12 bulan 12 bulan 100%

Daerah




2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (5+7+49) | 11 =(10/4)
01|01 (206 | 01| Penyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
01| 01206 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
01]01]206 | 06| Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Peraturan Perundang- undangan | Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan
01] 011|206 | 08| Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Kunjungan Tamu
01|01 |206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat JumlahLaporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
01| 01| 2.06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah  Dokumen 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Pemerintahan Berbasis Elektronik | Dukungan Pelaksanaan
pada SKPD Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD
01| 01| 2.07 Pengadaan Barang Milik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
01] 011|207 | 06| Pengadaan Peralatan dan Mesin 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lainnya
01| 01| 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Urusan Pemerintahan Daerah

83,25




2 ok 3 > 4 5 B 7 8 = (7/8) g 10 = (B+748) | 11 = (10/4)
_ akupan masyarakat yang o
61| 82 | 208 | 01 Ig&g/@&E Logﬂ Q%WASILAﬁ\Bé&urat o oot *Ba ’?ﬁ 12 b;!?g 12bglgg | 12 bg!?g 312 202/; 12 bylag 12 bulzg 166%
KARAKTER KEBANGSAAN wawasan kebangsaan ' ’
61| 82 | 268 | 02 | Peryawisan KeliRkamdiklis | Jumlah rekomendasi 2hoten | 12boien | 12hoten | 12botmn 168% | 12 boten 12 ok 168%
dambemsntapanalaksapaan terkait Perumusan
Bidang Ideologi Pancasila dan Kebijakan Teknis dan
Karakter Kebangsaan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ideologi Pancasila
0101|208 | 03| Penyediaan Jasa Peralatan dan | 9an Karakter Kebangsaan 12 bulan 12bulan | 12bulan | 12 bulan 100% | 12 bulan 12 bulan 100%
Perlengkapan Kantor yang ditindaklanjuti
01| 02| 2,01 | o1 | Penyusunan Program Kerjadi | dufiiebrfdnkuaisshikaatar 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 100% 2 dok 6 dok 100%
Bidang Ideologi Wawasan Y&hig Difdigargdeologi
0101][208 | 04 83R . JA8F PaRRan Jimasan §sdapgsaan, 12 bulan 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 100% | 12 bulan 12 bulan 100%
Karakiasapesa, Pembauran el blgigars. Hasgkter
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka B@@%dﬂe{mﬁgm%ntor
dan Sejarah Kebangsaan fehgnasaaniBineka
01| 01 | 2.09 Pemeliharaan Barang Milik funggal Tka dan sejaran 100% 100% 100% 100% 100% | 12 bulan 100% 100%
Daerah Penunjang Urusan Kebangsaan
Pemerintahan Daerah yang Disusun
) ) Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah kegiatan terkait .
81|81 | 269 | U2 | MeargdissioliswRemalinaraan, | penalénkead Kerdiidisas 12 bulaH 12 bulaH 12 bulaH | 12 bulan 100% 12 buldH 12 buldH 188% |
RisyangsmelirBeaanddaiek, dan | BigerasPeatiaiig b @aimgan i
ReriznanBsen@daraRenklinasan FiRe BinRgdi@RroteR,
Ressagionah aBiHdiap@ngghal lka | Fbsiyrikaaiaienermsi,
dan Sejarah Kebangsaan PasimitagNRefembagaan
0101|209 | 06| Pemeliharaan Peralatan dan PemiehntResalatenwadidtan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Mesin Lainnya WesipartaiPoyidk, yang
Pipalitrera Umum/Pemilihan
01| 01]209 | 09| Pemeliharaan/Rehabilitasi UrmilahKS8peta Datksmah, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%
Gedung Kantor dan Bangunan BeazaPematiadangikarsior
Lainnya Rlitik di Ddémabunan
Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi




2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (6+7+49) | 11 =(10/4)
01| 02 | 2.01 03 Pelaksgnaan Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yar?.g Mengikuti 900 900 900 900 100% 900 2700 100%
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela | Pelaksanaan Kebijakan di
Negara, Karakter Bangsa, Bidang Ideologi Wawasan
Pembauran Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bela Negara,
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan
Sejarah Kebangsaan
01|02 | 201 | o | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi | Jumiah Laporan Hasil 18 dok 18 dok 18 dok 18 dok 100% 18 dok 54 100%
dan Pelaporan di Bidang Ideologi Monitoring Evaluasi dan
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, | Pelaporan di Bidang Ideologi
Karakter Bangsa, Pembauran Wawasan Kebangsaan, Bela
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan | Negara, Karakter Bangsa,
Sejarah Kebangsaan Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN | Cakupan masyarakat yang o
0103 PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA | memperoleh Pembinaan 31’: c?oeor 2,66 320,28 31 '(? op;(; 100%
PENDIDIKAN MELALUI Pendidikan Politik Dan ' 8.76 8.76 ’ ' 49
PENDIDIKAN POLITIK DAN Pengembangan Etika Serta ’ ’
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA Budaya Politik
BUDAYA POLITIK
01| 03| 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Jumlah rekomendasi terkait 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 100% 12 dok 36 dok 100%

Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan Umum/
Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik

Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/




2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+749) | 11 =(10/4)

01|03 | 2.01 03 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang | Jumlah Orang yang Mengikuti 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 100% 12 dok 36 dok 100%

Pendidikan Politik, Etika Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Politik, Peningkatan Demokrasi, Pendidikan Politik, Etika Budaya

Fasilitasi Kelembagaan Politik, Peningkatan Demokrasi,

Pemerintahan, Perwakilan dan Fasilitasi Kelembagaan

Partai Politik, Pemilihan Pemerintahan, Perwakilan dan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Partai Politik, Pemilihan

Daerah, serta Pemantauan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Situasi Politik Di Daerah Daerah, serta Pemantauan Situasi

Politik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah Kegiatan yang Mengikuti 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 100% 4 keg 12 keg 100%

Bidang Pendidikan Politik, Etika Koordinasi di Bidang Pendidikan

Budaya Politik, Peningkatan Politik, Etika Budaya Politik,

Demokrasi, Fasilitasi Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Pemilihan Umum/Pemilihan

Umum Kepala Daerah, serta Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Pemantauan Situasi Politik di

Daerah Daerah
01| 03 | 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 100% 12 keg 36 keg 100%

dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah




2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 = (5+7+49) | 11 =(10/4)
01 | 04 D AT DAVAAN | Persentase ormas yang 28% 17,96 17,96 23,98% 100%
erbina 26,95 150,03 45,15
ORGANISASI ' ' '
KEMASYARAKATAN
01| 04 | 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis | Jumlah rekomendasi 12 dok 12 dok 12dok | 12 dok 100% 12 dok 36 dok 100%
dan Pemantapan Pelaksanaan terkait pemantapan
Bidang Pemberdayaan dan PelaksanaanBidang
Pengawasan Organisasi Pemberdayaan dan
Kemasyarakatan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan yang
ditindaklanjuti
Penyusunan Program Kerja Jumlah Dokumen Program
01| 04 | 2.01 01 dibidang Pendaftaran Ormas, Kerja di Bidang 4 keg 4 keg 4 keg 4 keg 100% 4 keg 12 keg 100%
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Pendaftaran Ormas,
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Evaluasi dan Mediasi
Asing di Daerah Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
yang Disusun
01| 04 | 201 | o3 | Pelaksanaan Kebijakan dibidang | Jumlah Orang yang 14 keg 6 keg 6 keg 6 keg 100% 10 keg 22 keg 100%

Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas

Asing di Daerah




2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (5+7+49) | 11 =(10/4)
01| 04 | 2.01 | o5 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi | Jumlah Laporan Hasil 18 dok 18 dok 18 dok 18 dok 100% 18 dok 64 keg 100%
dan Pelaporan Dibidang Monitoring, Evaluasi dan
Pendaftaran Ormas, Pelaporan di Bidang
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Pendaftaran Ormas,
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Evaluasi dan Mediasi
Asing di Daerah Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas
Asing di Daerah
PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan masyarakat yang o
0105 PENGEMBANGAN memperoleh pembinaan 31(?(;);5 2,66 197 57 31.9 100%
KETAHANAN EKONOMI, dan pengembangan ' 5,26 5,26 ’ 42,41
SOSIAL, DAN BUDAYA ketahanan ekonomi, sosial,
dan budaya
01| 05 | 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis = | Jumlah rekomendasi terkait 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 100% 12 dok 36 dok 100%
dan Pemantapan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Pemantapan Pelaksanaan
Sosial dan Budaya Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan
Budaya
01| 05 | 2.01 | o1 | Fenyusunan Program Kerja di Jumlah Dokumen Program 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 100% 12 dok 36 dok 100%

Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah

Kerja di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
yang Disusun




SOSIAL

&R aﬂaﬂ R%OSIa|

2 3 4 5 6 7 = (7/6) 9 = (6+7+9) | 11 = (10/4)
03 ﬁgm@mmﬂgﬁgn FoRIGRNg - 2 900 > 600 o 600 ! 600 - (17482/0 2 900 - (5+7Aﬂ;%)u L (1186‘”1/2
Jumlah laporan bulanan
B5ipPRNksEkAAN Pentiif@hpan | potensi kerawanan sosial 24 keg 24 keg 24 keg 04 100% 24 keg 79 ks
RedAagdaaiaiefnal dan dan Jumlah laporan deteksi
BeRg FesMAiRIs BRI dini konflik yang terjadi di
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan wilayah
t t il
01 g&%&%g%g@ ﬁgg&?ﬁﬁa o @ﬂlﬁﬂ%@ﬁ%ﬁﬁfﬂ%o o 12 keg 12 keg 12 keg 12 keg 100% 12 keg 36 keg 100%
Kerjasama Intelijen, Pemantauan R@W%\?ﬁ @5\'\ Wﬁmléérrr@t
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Smgﬁm&n Perig ayat
dan Lembaga Asing, Bgﬂgﬁ@@fﬂ? 6Fang Asing,
Kewaspadaan Perbatasan Antar l?@ﬁé@'é Kerja Asing dan
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Lembaga Asing,
Bidang Kewaspadaan, serta {‘émé’gbl.aaggf?ﬁerbatasan 0 0 12 dok 12 dok 100% 12 dok 12 dok 100%
B@l‘f’éﬁqgﬁé‘ﬁ Manilein® devalvasi SRakRaneaa Moriirgse.
dan Pelaporan di Bidang e uRlHaSh é‘QnP@I@QRéan di
Ketahanan Ekonomi, Sosial, idan ﬁg’éﬁr?é'ha
Budaya dan Fasilitasi =Bﬂgﬂﬁlén§ﬂ%nﬁRQﬂya
Pencegahan Penyalagunaan m@,svgﬁal Bgﬂg%gahan
l\larl{nf I/o I:aeul +Qe| I.(nr: I1 unan Panvalaaunasan ] lark ot | 3
o4 | UniEaRaaRRPaIINSSh dhayat %@TEQSWQW Umat 900 900 900 900 100% 9 2700 100%
Rida KRaAthasaam RN M&%%Hb’%%?{ RAdHd
Kerjasama Intelijen, Pemantauan %]%5 \gﬂ%ﬂ%ﬁi&%ﬁlm,
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing |a Sama Intelijen,
&’R fiﬁ N GKAT 8@:‘%&%}%&9 31,9 per 2,66 per 2,66 31,9 per 100%
tar r"ﬁb@ﬁ'b‘% 10.000 10.000 329,28 10.000
W aﬁ'AS s adaan
aan serta g\gﬁg 713 T‘
E’Rﬁ&ﬂﬁmmrﬂ&&’#m@ah Eﬂ ft 8.76 72 keg
e

waspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah




2

3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (5+7+9) | 11 =(10/4)
01|06 | 2.01 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi | Jumlah Laporan Hasil 18 dok 18 dok 18 dok 18 dok 100% 18 dok 54 dok 100%
dan Pelaporan di Bidang Monitoring, Evaluasi dan
Kewaspadaan Dini, Kerjasama Pelaporan di Bidang
Intelijen, Pemantauan Orang Kewaspadaan Dini, Kerja
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Sama Intelijen,
Lembaga Asing, Kewaspadaan Pemantauan Orang Asing,
Perbatasan Antar Negara, Tenaga Kerja Asing dan
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Lembaga Asing,
Kewaspadaan, serta Penanganan | Kewaspadaan Perbatasan
Konflik di Daerah antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
01|06 | 2.01 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil 12 dok 12 dok 12 dok 12 dok 100% 12 dok 36 dok 100%

Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan
Daerah Kabupaten/Kota
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2.2,

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga dari 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama
yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Capaian Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga yang meliputi rencana strategis,
perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja,
serta reviu dan evaluasi kinerja berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi
pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator
Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Penghitungan capaian kinerja
kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Predikat nilai capaian

kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:
Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :

a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang

digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian

ACH Kinerja Realisasi Kinerja

1. 91% <100% Sangat Tinggi




2. 76% < 90% Tinggi

3. 66% < 75% Sedang

4. 51 % < 65% Rendah

5. < 50%

Sangat Rendah

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif, maka

skala yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian
; Kinerja Realisasi Kinerja

1. 91% <100% Sangat Rendah

2. 76% < 90% Rendah

3. 66% < 75% Sedang

4. 51 % <65% Tinggi

5. < 50% Sangat Tinggi

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran, digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan
indikator kinerjanya, mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian
target dari masing- masing indikator kinerja kegiatan. Metode pengukuran kinerja

dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

1. Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin

baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya,



maka digunakan rumus pendek :

Realisasi
Capaian Indikator Kinerja = x 100%
Target

2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin
buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya,

digunakan rumus panjang :

Target - (Realisasi - Target)
Capaian Indikator Kinerja = x 100%
Target

RENJA BAKESBANGPOL KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 g[8



TARGET
CAPAIAN 1ARGET| CAPAIAN AKHIR
TUJUAN SASARAN INDIKATOR |SATUAN | TAHUN | 505, | KINERJA | o, MASA
2021 TAHUN RENSTRA
2022 (2021-2026
Meningkatkan 83,03 95,12 100,13 95
pengetahuan,
pemahaman dan ) t
kesadaran ersentase
potensi konflik
masyarakat ang diredam P 95
terhadap nilai nilai yang et ersen
tidak menjadi
wawasan .
konflik
kebangsaan,
partisipasi politik
masyarakat
85,6 41 121,95 45
Menurunnya Jumlah
potensi konflik pgaens' konflik | botensi 45
dimasyarakat yang
dilaporkan
Meningkatnya 62 71,16 106,21 72
kualitas -
kelembagaan Nilai SAKIP Indeks 67
KESBANGPOL
Persentase
pemilih yang
Meningkatnya menggunakan
peran serta hak pilih dalam 0 0 100 75
masyarakat Pemilu p 0
dalam bidang (presiden, ersen
politik dalam DPR, DPD,
negeri DPRD
Provinsi,
DPRD Kota)
Rata-rata Capaian Kinerja 107,07

Pada tahun 2022, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga telah

melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Poilitik

Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 terdapat satu Indikator kinerja tujuan yaitu

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai

nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat dengan indikator kinerja yaitu

Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik dan tiga Indikator Kinerja

Sasaran yaitu Menurunnya potensi konflik dimasyarakat, Meningkatnya kualitas

kelembagaan KESBANGPOL. , dan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

bidang politik dalam negeri. Dalam mengukur capaian indikator kinerja tujuan dan

indikator sasamn dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:




Berdasarkan tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

menunjukkan rata-rata capaian kinerja sebesar 107,07% atau kategori Sangat

Tinggi.

Penjelasan atas capaian masing-masing indikator kinerja tujuan dan indikator

kinerja sasaran sesuai dengan tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap

Nilai Nilai Wawasan Kebangsaan, Partisipasi Politik Masyarakat

Hasil evaluasi pada tujuan strategis ” Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan

kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik

masyarakat mendapatkan nilai rata-rata 95,12% dengan kategori sangat tinggi.

Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman, dan
Kesadaran Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan

Partisipasi Politik Masyarakat

Realisasi 2022
pr— Target
Target otensi . .
Indikator Kinerja | Satuan | , . | potensi Konflik | Capaian |  Akhir
Konflik | Yé"9. %

berhasil

diredam
Persentase potensi
konflik yang
diredam tidak Persen 95 41 39 95,12 95
menjadi konflik

Tujuan ini mendukung pencapaian misi kedua Bupati Purbalingga

yaitu :

Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan
bertagwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan
paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan
tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia



Dari keragaman yang ada, potensi konflik yang sering terjadi di Kabupaten
Purbalingga secara umum tidak ada konflik SARA yang terjadi di wilayah Kabupaten
Purbalingga dan situasi kondisi pun tetap kondusif. Adapun beberapa isu konflik yang

terjadi pada tahun 2022 antara lain :

- Galian C;
- Kasus asusila yang melibatkan perangkat desa;
- Kontroversi penjaringan perangkat desa;

- Sengketa lahan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai target kinerja tujuan tersebut, langkah-

langkah strategis yang telah ditempuh adalah:

a. Optimalisasi sasaran program penguatan ideologi Pancasila dan Karakter

Kebangsaan,;

b. Optimalisasi pemantauan kegiatan WNA dan NGO di masyarakat, agar dapat
dilakukan antisipasi jika ada kegiatan yang mengarah pada penyebaran
paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan potensi
ke kriminal;

¢ Memperkuat kelembagaan FKDM sebagai upaya memperkuat deteksi dini
dan cegah dini terhadap segala kemungkinan masalah
IPOLEKSOSBUDKAM;

d Optimalisasi koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;

e Optimalisasi  koordinasi Tim  Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan;

f Meningkatkan fasilitasi forum kemitraan FKUB, meningkatkan sosialisasi
Kerukunan Hidup Beragama, sosialisasi moderasi beragama, sosialisasi
peraturan perundang-undangan tentang pendirian rumah ibadah dan
sosialisasi wawasan kebangsaan serta pembauran kebangsaan;

g Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan
keormasan,;

h. Fasilitasi kegiatan ormas;

L Memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai berita hoax, melalui
tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh keagamaan.

Target Indiktor Kinerja Sasaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 terdiri dari :

a. Menurunnya potensi konflik dimasyarakat dengan Indikator Kinerja yaitu
Jumlah potensi konflik yang dilaporkan

b. Meningkatnya kualitas kelembagaan KESBANGPOL dengan Indikator
Kinerja yaitu Nilai SAKIP

c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri



dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase pemilih yang menggunakan hak
pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)

Capaian atas Indikator Kinerja Sasaran adalah sebagai berikut :

1) Capaian Indiktor Kinerja pada Sasaran 1 yaitu Menurunnya Potensi
Konflik di Masyarakat

Hasil evaluasi pada sasaran strategis Menurunnya Potensi Konflik
di Masyarakat mendapatkan nilai rata-rata 121,95% dengan kategori
sangat tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.4.

Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Potensi
Konflik di Masyarakat

Indikator B A Target
L Satuan .
Kinerja . . .___|Capaian | Akhir
Target |Realisasi| Capaian | Target Realisasi o
% (1]
Jumlah potensi
Konflik yang
dilaporkan Angka 30 35 85,6 50 41 121,95 45

Dari tabel tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa potensi konflik
Poleksosbud dan SARA yang dilaporkan di Kabupaten Purbalingga
mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 35 potensi menjadi 41
potensi konflik di tahun 2022. Kenaikan potensi konflik ini telah diprediksi
sebelumnya berdasarkan analisis terhadap potensi perkembangan
kerawanan sosial yang mungkin terjadi pasca pandemi Covid-19.

Kenaikan potensi konflik pada tahun ini dapat di jelaskan pada tabel
berikut:

Tabel 3.5.
Potensi Konflik yang dilaporkan
NO. TANGGAL POTENSI KONFLIK KET
1 2 3 4
1. | 6 Januari 2022 Informasi  Keberadaan Warga

Pendatang di Desa Lamuk
Kecamatan Kejobong yang
menganut Aliran Kepercayaan.

2. | 6 Desember 2022 | Penyampaian aspirasi warga
masyarakat Desa Grantung Kec.




Karangmoncol terkait dugaan
tindak asusila/perselingkuhan
oknum Perangkat Desa Grantung
dengan Tenaga Pendamping
Bidan Desa Grantung di Kantor
Polsek Karangmoncol

7 Januari 2022

Informasi Rencana  Kegiatan
Persaudaraan Setia Hati Terate
(PSHT) Parapatan Luhur (Parluh)
17 Cabang Purbalingga.

9 Januari 2022

Kegiatan Longmarch
Persaudaraan Setia Hati Terate
Parapatan Luhur (PSHT Parluh)
17 Cabang Purbalingga di Wilayah
Kecamatan Purbalingga

25 Januari 2022

Audiensi Pengurus DPC LVRI
Purbalingga dan Pengurus DPC
PIVERI  Purbalingga Dengan
Pemda Kab. Purbalingga di Ruang
Rapat Bupati Purbalingga,

28 Januari 2022

Kegiatan Apel Anggota LSM GMBI
(Gerakan Masyarakat Bawah
Indonesia) Distrik Purbalingga
Yang Terlibat Aksi Unjuk Rasa Di
Mapolda Jawa Barat di Halaman
Polres Purbalingga

28 Januari 2022

Pembebasan Bersyarat
Narapidana Teroris Asal Kab.
Purbalingga a.n. Muhammad Ibnu
Dar Alias Muhammad Ibnu Bin
Darsono di  Wilayah Kab.
Banyumas dan Kab. Purbalingga

31 Januari 2022

Musyawarah Tentang Kegiatan
Pertambangan Galian Gol. C
Dengan Menggunakan Mesin
Sedot di Sungai Serayu di Balai

Desa Kedunglegok Kec.
Kemangkon
3 Februari 2022 Pertemuan Menindaklanjuti

Teguran Cabang Dinas ESDM
Prov. Jateng Kepada PT. Kalingga
Makmur Sentosa Abadi di Ruang
Pertemuan PT. Kalingga Makmur
Sentosa alamat Dusun




Karangpinggir Desa Bukateja Kec.
Bukateja

10.

7 Februari 2022

Rapat Koordinasi Terkait Rencana
Kedatangan KH. Sugi Nur Raharja
(Gus Nur) ke Masjid Agung
Daarussalaam Purbalingga di
Ruang Rapat Gedung A Lantai Il
Setda Kab. Purbalingga

11.

4 Maret 2022

Penyampaian Aspirasi Warga
Desa Serang Menolak Adanya
Triton Famili Karaoke di Desa
Serang Kec. Kerangreja

12.

7 Maret 2022

Pengosongan Aset Triton Karaoke
oleh Pemilk Usaha di Desa
Serang Kec. Kerangreja

13.

8 Maret 2022

Rapat Koordinasi Keberadaan
Rumah Makan Cepat Saji di Desa
Pekiringan.

14.

10 Maret 2022

Fasilitasi Mediasi Pengosongan
Lahan Milik Sdri. Raden Roro Truly
Triwulan dari Desa Panican oleh
Pemdes Panican di Balai Desa
Panican Kec. Kemangkon Kab.
Purbalingga

15.

15 Maret 2022

Koordinasi  Tentang  Aktivitas
Pertambangan Galian C di Desa
Banjaran di Ruang Kerja Kepala
Desa Banjaran Kecamatan
Bojongsari

16.

16 Maret 2022

Audiensi Terkait Penambangan
Galian C Di Desa Arenan, di Aula
Balai Desa Arenan Kec.
Kaligondang

17.

17 Maret 2022

Pembinaan  Pelaku  Kegiatan
Pertambangan di Sungai Klawing
Turut Desa Banjaran Kec.
Bojongsari Balai Desa Banjaran
Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga

18.

23 Maret 2022

Koordinasi Menindaklanjuti
Laporan Pengaduan Masyarakat
Tentang Pelanggaran Operasional
Tempat Usaha Karaoke Triton di
Desa Serang Kec. Karangreja, di
obyek Wisata D'Las Serang Kec.
Karangreja




19.

31 Maret 2022

Aksi Damai oleh Forum
Masyarakat Peduli Sindang
(FMPS) dengan Ketua Aksi Sdr.
Miswanto, di Balai Desa Sindang
Kec. Mrebet

20.

31 Maret 2022

Mediasi Permasalahan
Penyaringan dan Penjaringan
Perangkat Desa Sindang Kec.
Mrebet Kab. Purbalingga, di
Pendopo Kantor Kec. Mrebet Kab.
Purbalingga,

21.

4 April 2022

Pengajian  Safari Ramadhan
Ustadz Alfian Tanjung (UAT)
dengan tema Ramadhan Sebagai
Momentum Kebangkitan Umat, di
Masjid At Tagwa RT 1 RW 2
Pesayangan Kel. Purbalingga Lor
Kec. Purbalingga Kab.
Purbalingga

22.

5 April 2022

Pengajian  Safari Ramadhan
Ustadz Alfian Tanjung (UAT)
dengan tema Mencetak Generasi
Muda Islam, di Masjid Agung
Daarussalaam Kab. Purbalingga

23.

8 April 2022

Audiensi Terkait Rencana
Penambangan Galian C Di Desa
Arenan, di Ruang Rapat Paripurna
DPRD Kab. Purbalingga

24.

29 Mei 2022

Musyawarah Wilayah (Muswil)
Serentak FPI (Front Persaudaraan
Islam) Jawa Tengah Zona B Di
Kab. Purbalingga, di Homestay
Pondok Klabu samping Rumah
Sdr. Surip Fadilah alamat JI. Raya
Kutabawa RT 01 RW 01 Desa
Kutabawa Kec. Karangreja

25

3 Juni 2022

Rapat Koordinasi Terkait Khilafah
Islamiah, di Aula Uswatun
Khasanah Kantor Kemenag Kab.
Purbalingga,

26.

5 Juli 2022

Mediasi antara warga Dukuh
Bantarbenda Desa  Grantung
dengan Pihak PT. Janu Putra
Sejahtera, di Rumah M. Teguh
Purnomo Wibowo (Ketua BPD
Desa Grantung) alamat Dukuh




Bantarbenda Desa Grantung RT 2
RW 7 Kec. Karangmoncol

27.

27 Juli 2022

Audiensi Permasalahan Perangkat
Desa Candinata di Kantor Kec.
Kutasari Kab. Purbalingga

28.

1 Agustus 2022

Aksi Damai  Warga Desa
Candinata Kec. Kutasari Terkait
Dugaan Tindak Asusila Oleh
Perangkat Desa Candinata.

29.

2 Agustus 2022

Malam Pengesahan Warga Baru
Tingkat 1 Tahun 2022
Persaudaraan Setia Hati Terate
Cabang Purbalingga di Gedung
PGRI Kab. Purbalingga JI.
Cahyana Baru Kel. Penambongan
Kec./Kab. Purbalingga,

30.

5 Agustus 2022

Musyawarah Masyarakat Desa
Candinata Terkait Keputusan
Kepala Desa Tentang
Pemberhentian Sementara di Balai
Desa Candinata Kec. Kutasari
Kab. Purbalingga

31.

7 September 2022

Pemberangkatan Massa  Aksi
Unjuk Rasa/Anggota Driver Online
Purbalingga (DOP) Ke Kab.
Banyumas, di Wilayah Kab.
Purbalingga

32.

8 September 2022

Informasi Terkait Rencana Aksi
Penyampaian Aspirasi Menolak
Kenaikan BBM, di Wilayah Kab.
Purbalingga,

33.

10 September
2022

Flashmob  Menolak Kenaikan
Harga BBM oleh Pengurus dan
Simpatisan PKS Kab. Purbalingga,
di Alun-alun Kab. Purbalingga

34.

17 September
2022

Kegiatan Arbain Cucu Nabi
Muhammad  SAW  Sayyidina
Husain yang diselenggarakan oleh
DPD ABI (Ahlul Bait Indonesia)
Kab. Purbalingga di Aula Az Zahra
Desa Bojongsari Kec. Bojongsari

35.

19 September
2022

Audiensi Forum Lintas
Kelembagaan Purbalingga (FLKP)
Dewan Pimpinan LSM dan Ormas
Kabupaten Purbalingga dengan
DPRD Kab. Purbalingga terkait




kenaikan harga BBM, di Ruang
Rapat DPRD Kab. Purbalingga

36.

20 September
2022

Musyawarah Terkait Rencana Aksi
Demo Lanjutan Perihal Kasus
Tindak Asusila Oknum Perangkat
Desa Candinata, di Rumah Ketua
BPD Desa Candinata Kec.
Kutasari Kab. Purbalingga

37.

21 September
2022

Informasi Terkait Rencana Aksi
Menuntut Pemberhentian Tetap
Kasi Pelayanan Pemdes
Candinata Kec. Kutasari

38.

29 September
2022

Sosialisasi Pekerjaan
Revitalization Of Banjarcahyana
Kab. Purbalingga oleh Kantor Balai
Besar Wilayah Sungai (BBWS)
Serayu Opak Jogjakarta di
Pendopo Kantor Kecamatan
Bukateja Kab. Purbalingga

39.

11 Oktober 2022

Audensi Warga Desa Karangreja
Kec. Kutasari Terkait Tahapan
Pilkades Serentak Tahun 2022, di
Pendopo Kantor Kec. Kutasari
Kab. Purbalingga

40

1 November 2022

Audiensi  Sdr. dan
Anggota/Perwakilan Karang
Taruna Desa Jambudesa dengan
jajaran Panlak Jambudesa, di
Lapangan Desa Jambudesa Kec.
Karanganyar Kab. Purbalingga

Suhad

41.

13 Desember 2022

Pelaksanaan eksekusi atas
sebidang tanah berikut
bangunannya dalam sertifikat hak
milik No. 02136 atas nama
Karsono, Perkara Nomor 05/Pdt-
Eks/2022 PN Pbg . Jo Nomor
16/Pdt.P-Kons/2020 PN Pbg, yang
terkena pekerjaan pembangunan
jaringan irigasi di Slinga Kiri Kab.
Purbalingga

telah di tetapkan telah tercapai dari target pada tahun 2022 sebanyak 50

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target yang




potensi konflik yang dilaporkan, hanya terdapat 41 potensi konflik yang
dilaporkan, dengan perhitungan capaian bermakna negatif yaitu potensi
konflik yang dilaporkan lebih sedikit daripada target yang ditetapkan, maka
kinerja semakin bagus. Dengan demikian didapatkan prosentase 121,95%
dengan kategori Sangat Tinggi. Prosentase ini didapat dari perhitungan
Target/Potensi Konflik yang Dilaporkan x 100. Adapun penyebab yang
paling dominan dari potensi konflik di tahun 2022 adalah adanya
permasalahan ketidakpuasan masyarakat terhadap perilaku perangkat
desa dan adanya aktivitas penambangan Galian C yang berdampak

kerusakan jalan dan lingkungan.

Dengan capaian yang hanya sebesar 121,95% perlu adanya
langkah langkah antisipatif yang harus ditempuh oleh Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga agar potensi konflik yang
dilaporkan dapat diredam tidak berkembang menjadi konflik, dan capaian

kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Potensi Konflik yang berkembang menjadi konflik pada tahun ini

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6.
Rekapitulasi Kejadian Konflik Tahun 2022

No Tanggal Keterangan

Penyampaian Aspirasi Warga Desa Serang Menolak
4 Maret 2022 Adanya Triton Famili Karaoke Di Desa Serang Kec.
Kerangreja.

2 31 Maret 2022 Aksi Damai oleh Forum Masyarakat Peduli Sindang
(FMPS) dengan Ketua Aksi Sdr. Miswanto di Balai
Desa Sindang Kec. Mrebet Kab. Purbalingga,

3 | 1 Agustus 2022 | Aksi Damai Warga Desa Candinata Kec. Kutasari
Terkait Dugaan Tindak Asusila Oleh Perangkat Desa
Candinata.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target yang
telah di tetapkan telah tercapai, hal ini dikarenakan konflik yang terjadi
mengalami penurunan menjadi adalah 3 (tiga) kejadian. Adapun
penyebab yang paling dominan dari potensi konflik di tahun 2022 adalah
adanya dugaan Tindakan asusila perangkat desa yang berdampak
keresahan dalam kehidupan sosial masyarakat dan menurunnya tingkat



kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa pada

khususnya dan Lembaga pemerintahan desa pada umumnya.

Dengan capaian yang hanya sebesar 411,01% perlu adanya
langkah langkah yang mempertahankan dan meningkatkan capaian
kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten agar target yang

telah ditetapkan dapat terealisisasi dengan baik.

Dalam upayanya untuk menurunkan konflik di Kabupaten
Purbalingga, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purbalingga selaku perangkat daerah yang menangani permasalahan

konflik sosial telah menempuh langkah-langkah antara lain :

ad Membentuk dan memfasilitasi kegiatan Tim Terpadu Penanganan
Konflik Sosial Kabupaten Purbalingga sebagaimana diamanatkan
oleh Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan
Konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi
Penanganan Konflik Sosial;

b) Melaksanakan kegiatan fasilitasi penanganan konflik sosial yang
terjadi di Kabupaten Purbalingga guna mendapatkan penyelesasian
diantara pihak-pihak yang bermasalah;

¢ Melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Konflik Sosial ke masyarakat
bersama instansi terkait. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka
kewaspadaan dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang setiap
saat bisa muncul seiring dinamika sosial masyarakat yang setiap
waktu berubah dan berkaitan erat dengan fenomena sosial yang
terjadi saat itu;

d Memberdayakan masyarakat utamanya para tokoh masyarakat untuk
meningkatkan kewaspadaan dini dan cegah dini melalui wadah Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Hal ini diantaranya dilakukan
melalui pertemuan operasional FKDM sebagai wahana menggali
informasi, menyikapi dan mengevaluasi dinamika situasi kondisi
daerah setempat;

€e) Memberdayakan para tokoh agama dalam menjaga kerukunan antar
umat beragama melalui wadah Forum Kerukunan Antar Umat
Beragama (FKUB). Hal ini diantaranya dilakukan melalui pertemuan
FKUB sebagai sarana silaturrahmi dan menyelesaikan setiap

permasalahan yang muncul antar umat beragama, serta menyikapi



dinamika sosial masyarakat yangsetiap waktu berubah dengan cepat
yang dapat mempengaruhi kehidupan umat beragama;

) Memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten
Purbalingga untuk turut serta menjaga kerukunan dan meminimalisir
potensi konflik SARA;

g Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba melalui
penyuluhan P4GN di wilayah Kabupaten Purbaligga untuk
meminimalisir kasus narkoba yang dapat berakibat pada
permasalahan sosial dan kriminal,

h) Membentuk dan memfasilitasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan;

) Mengadakan sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan
Organisasi Kemasyarakatan;

) Mengadakan sosialisasi pemantapan faham Ideologi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan;

K Membentuk Agen Kewaspadaan Dini Daerah (AWASDINDA) yang
saat ini beranggotakan perangkat desa pada desa-desa yang memiliki
tingkat kerawanan tinggi maupun sedang di bawah koordinasi Kasi
Pemtrantibum Kecamatan. AWASDINDA ini bertujuan melaporkan
potensi konflik yang terjadi di wilayah masing-masing agen kepada
Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial untuk mendapatkan

rekomendasi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi konflik.

2) Capaian Indiktor Kinerja pada Sasaran 2 yaitu Meningkatnya

Kualitas Kelembagaan Kesbangpol

Hasil evaluasi terhadap sasaran strategis “Meningkatnya
Kelembagaan Kesbangpol” nilai capaian SAKIP Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 mendapatkan nilai 71,16
atau predikat‘BB”(Sangat Baik), yang berarti bahwa Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga akuntabilitas kinerjanya sangat
baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran
dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon 3/koordinator. Rincian nilai setiap komponen

sebagai berikut:



Bobot Sub Komponen

No. Komponen Bobot Kebera . Pemanfa Tc.ota.l
Komponen | Kualitas Nilai
aan (30%) atan
(20%) (50%)
1 | Perencanaan 30 5,40 6,30 10,50 22
Kinerja
Pengukuran
2 L 30 4,80 6,30 10,50 21,60
Kinerja
3 Pelaporan Kinerja 15 2,70 3,15 5,25 11,10
Evaluasi
4 Akuntabilitas 25 3,50 5,25 7,50 16,25
Kinerja Internal
Nilai Akuntabilitas 100 16,40 21 33,75 7116

Kinerja




Capaian nilai pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan
dibanding tahun 2021, dari 61 pada tahun 2021 menjadi 71,16 pada
tahun 2022. Capaian ini juga melampaui target capaian tahun 2022
yaitu 67. Namun demikian kenaikian tersebut masih ada kendala
kendala dan permasalahan yang perlu dibenahi, antara lain:
1. kelengkapan dokumen rapat evaluasi dan pengendalian yang telah
dilaksanakan seperti undangan rapat, notulensi, dan dokumentasi;
2. pengisian e-kinerja pada masing-masing ASN;
3. pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya menghasilkan capaian
hasil yang terukur, beberapa kegiatan masih terfokus kepada
Tindakan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah dilakukan :

1. Merencanakan dan menjadwalkan rapat evaluasi dan pengendalian
rutin bulanan (staf meeting) maupun per triwulan dengan
memperhatikan kaidah pelaksanaan rapat formal;

2. Melakukan pembinaan rutin bulanan serta mengingatkan baik secara
formal melaui rapat maupun secara lisan ke masing-masing ASN
terkait pentingnya e-kinerja sebagai salah satu tolok ukur capaian
kinerja individu maupun lembaga;

3. Melaksanakan Evaluasi dan Pengendalian rutin kegiatan baik
bulanan maupun triwulan, dan membangun komitmen bersama
penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan kegiatan sesuai
dengan perencanaan dan setiap pelaksanaan kegiatan harus
berbasis kinerja sehingga tidak hanya menghasilkan output
terlaksananya kegiatan, namun harus menghasilkan outcome yang
terukur sesuai target kinerja dalam menunjang IKU Bakesbangpol

Kabupaten Purbalingga.

3) Capaian Indiktor Kinerja pada Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Peran Serta

Masyarakat dalam Bidang Politik Dalam Negeri



Hasil evaluasi pada sasaran strategis "Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam kehidupan berdemokrasi” mendapatkan nilai rata-rata 100% dari
target yang ditetapkan pada tahun 2022 yaitu 0% dengan kategori belum
terlihat hasil, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada penyelenggaraan

pemilu. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.

Capaian Kinerja Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
Dalam Kehidupan Berdemokrasi

Realisasi . .
Realisasi

Indikator | Satuan Target| 9009 Capai

an
%

Kinerja 2018 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Target
Akhir

Tingkat
Partisipasi o
Masyarakat /o

dalam
Pemilihan

Umum

68,39 | 77,8 | 87 0 0 0 100

75

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan
negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi
politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan
politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga
negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan
memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang
hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan

dalam proses-proses politik

Menurut Miriam Budiarjo secara umum mengartikan partisipasi
politik sebagai kegiatan sesorang atau kelompok orang untuk ikut serta
secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan
negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan
pemerinah. Sedangkan menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah
keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan
yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam
pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi
merupakan proses aktif. Jadi dapat disimpulkan partisipasi politik adalah
adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses

pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi




jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut

akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat ada beberapa

bagian yang turut berperan dalam meningkatkan partisipasi politik

masyarakat antara lain adalah:

a)

b)

KPUD. Sebagai penyelenggara Pemilu KPUD memiliki peran utama
meningkatkan partisipasi politik masyarakat khususnya dalam hal
menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut termuat dalam UU Nomor 15
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 10
menyebutkan bahwa: “Salah satu tugas dan wewenang KPU
Kabupaten/Kota  adalah  menyelenggarakan  sosialisasi  dan
penyelenggaraan Pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat’.17 KPUD
meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui cara sosialisasi dan
pendidikan politik masyarakat. Cara tersebut dilakukan melalui tiga
tahapan yakni melalui komunikasi tatap muka, komunikasi melalui
media, dan melalui mobilisasi sosial.

Partai politik dalam UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pada
pasal 10 disebutkan: “tujuan khusus partai politik adalah meningkatkan
partisipasi  polittk anggota dan masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Selanjutnya dalam
pasal 11 dijelaskan: “partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan
politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara
Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehiudpan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sosialisasi dan pendidikan
politik oleh Partai Politik sedikitnya dilakukan dalam tiga hal, yakni:
melalui sosialisasi para kader, pendidikan politik, dan melalui optimalisasi
organisasi sayap partai.

Media massa. Di era globalisasi seperti saat ini, media memiliki peran
yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Melalui media, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat
menjadi lebih mudah. Begitu juga dalam Pemilukada, media menjadi
saluran komunikasi yang sangat tepat untuk menyampaikan sosialisasi
kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang netral, saat ini media
menjadi salah satu lembaga yang sangat dipercayai oleh masyarakat.
Dengan begitu, dalam peningkatan partisipasi masyarakat media
diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk
mau menggunakan hak pilinya dalam Pemilukada. Terdapat tiga media
yang sangat efektif digunakan dalam peningkatan partisipasi politik

masyarakat Kabupaten Purbalingga yaitu: stasiun televisi Banyumas TV,



Lembaga Penyiaran Suara Perwira dan Koran Radar Banyumas.

d) Civil Society. Organisasi masyarakat yang banyak bergerak dalam
meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah Nahdatul Ulama
(NU), Muhamaddiyah, Pemuda Pancasila dan Persatuan Ketua Rukun
Tetangga. Keempat lembaga sosial tersebut pada intinya memiliki cara
yang sama dalam meningkatkan partisipasi politik masyrakat. Yakni
melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan politik kepada
masyarakat. Dengan melibatkan banyak lembaga sosial tersebut
diharapkan masyarakat dari berbagai elemen terdorong untuk

berpartisipasi

Peran pemangku kepentingan dalam meningkatkan partisipasi
politik pada akhirnya telah terjawab dengan adanya keberhasilan jalannya
Pemilukada Tahun 2020 sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh
KPUD. Berdasarkan penghitungan KPUD terlihat dari 746.001 daftar pemilih
yang termuat dalam DPT, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya
adalah 544.750 atau sebesar 73%.

Partisipasi politik dalam Pemilukada tahun 2020 merupakan
pencapaian partisipasi politik yang paling tinggi jika dibandingkan dengan
Pemilukada sebelumnya. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan partisipasi
politik masyarakat sebesar 12% apalagi pelaksanaan pemilukada tahun
2020 dilaksanakan ditengah pandemic Covid-19. Untuk di Jawa Tengah
Pemilukada tahun 2020 partisipasi pemilih sebesar 74,34%. Dengan
perolehan tertinggi adalah Kabupaten Boyolali sebesar 89,53%, sedang

terendah adalah Kabupaten Grobogan sebesar 63,55%.

Sehingga dari hal tingkat partisipasi pemilih Kabupaten Purbalingga
bisa dikatakan tidak tertinggal jauh dengan raihan tingkat Provinsi Jawa
Tengah. Namun demikian, beberapa pihak menilai bahwa pencapaian angka
73% itu tidak bisa menjadi ukuran partisipasi politik masyarakat. Hal itu
dikarenakan angka tersebut didapat dari hasil hitung- hitungan dari DPT yang
ada. Sedangkan jumlah DPT itu sendiri tidak sesuai dengan jumlah real yang
ada di masyarakat. Permasalahan DPT memang menjadi masalah yang

selalu hadir dalam pemilihan umum.

Tingkat ketidakhadiran di TPS dalam Pemilukada tahun 2020
mencapai 26,98%. Namun menurut banyak pihak angka ini tidak berarti
menunjukkan bahwa 26,98% masyarakat itu semuanya apatis. Ada banyak
alasan yang mengakibatkan orang tidak menggunakan hak pilihnya yang

dapat dikarenakan :

ad Sebagian dari DPT sedang bekerja di luar kota dan banyak mahasiswa

yang sedang menempuh studi di luar kota yang tidak sempat pulang



pada hari pencoblosan,;
b) Pemilih manula dan pemilih disabilitas yang sudah tidak mungkin bisa
datang ke TPS masih masuk ke daftar DPT;

¢ Adanya wabah Covid-19 yang mempengaruhi orang untuk datang ke
TPS;

d Masyarakat yang tidak datang karena benar-benar apatis.

Pada pemilu 2024, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi politik
masyarakat Kabupaten Purbalingga. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan strategis "Meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dengan sasaran
strategis Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik
masyarakat diwujudkan dalam program Peningkatan Peran Partai Politik dan
Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika
serta Budaya Politik, mengagendakan kegiatan Pendidikan politik baik melalui
partai politik melalui hibah bantuan keuangan partai politik dengan komposisi
penggunaan hibah sebesar 60% untuk Pendidikan politik masyarakat, maupun
sosialisasi langsung dengan sasaran pemilih pemula dan pemilih perempuan.
Selain itu, bersama dengan KPUD, Bawaslu Kabupaten Purbalingga, dan
Pengamat Politik FISIP UNSOED bersinergi dalam pencapaian tujuan
Bersama yaitu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan kegiatan
secara rutin melaksanakan diskusi interaktif di media penyiaran pemerintah
yaitu RRI Programa 1 Purwokerto dengan tajuk “Dialog Lintas Pagi
Purwokerto” yang juga direlay oleh Radio Gema Sudirman Purbalingga.
Kesbangpol Purbalingga juga dilibatkan dalam program kegiatan Bawaslu
yaitu pembentukan Desa Anti Politik Uang (Desantiku) dengan sasaran desa-
desa di wilayah Kabupaten Purbalingga yang dipandang memiliki riwayat
kehidupan demokrasi yang kurang sehat, terutama terdapat kasus politik uang
yang menonjol dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan Kepala

Desa.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui perangkat daerah terkait
juga terlibat secara aktif dalam upaya menyosialisasikan penyelenggaraan

Pemilu Tahun 2024 antara lain :

ad Fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial
politik dalam rangka melibatkan peran ormas/orsospol guna
menggandeng masyarakat lebih aktif/proaktif dalam pelaksanaan Pemilu
sebagai pemilih;

b) Menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi melalui forum koordinasi



pimpinan daerah/muspida, tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap
elemen masyarakat;

Sosialisasi kepada warga masyarakat umum pada momen kegiatan
kemasyarakatan yang rutin dilaksanakan, seperti Subuh Berjamaah,
Gerakan Bersama Rakyat (GEBRAK) Gotong Royong. Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan pada setiap kesempatan
lainnya yang dihadiri langsung oleh Kepala Daerah, maupun Kepala
Wilayah seperti Camat/Lurah;

Melalui media elektronik seperti Lembaga Penyiaran Lokal "Suara
Perwira”, facebook resmi Pemkab Purbalingga (Dinkominfo dan Humas

Protokol Purbalingga;

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator tersebut adalah :

a)

b)

d)

Masyarakat merasa partisipasi mereka tidak akan memberikan
perubahan berarti bagi kehidupan mereka terutama dari segi sosial dan
ekonomi;

Masyarakat kurang mampu memahami dinamika serta proses politik
yang terjadi, sehingga mereka memilih untuk tidak menggunakan hak
pilihnya dan cenderung apatis terhadap politik atau Pemilu;

Masih marak dan membudayanya praktik money politic, sehingga ada
anggapan di masyarakat pada umumnya kapan lagi mendapatkan uang
dari kontestan pemilu kalau bukan pada saat mereka membutuhkan hak
pilih masyarakat, maka apabila tidak dikasih uang untuk memilih dalam
pemilu, mereka tidak akan datang ke TPS untuk menggunakan hak
pilihnya;

Belum optimalnya peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan

politik bagi masyarakat, khususnya pemilih pemula

Solusi yang dilakukan adalah :

a)

b)

Diadakan sosialisasi, fasilitasi, peningkatan pendidikan politik
masyarakat khususnya melalui peran partai politik.

Melaksanakan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat
(Toga/Toma, LSM, Ormas, pemilih perempuan, dan pemilih pemula);
Melaksanakan Penguatan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen
masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas, pemilih perempuan, dan pemilih
pemula);

Melaksanakan FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat
kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Ormas;

Melaksanakan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada kepada



seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Unsur Penyelenggara
Pilkada, Ormas, pemilih perempuan, dan pemilih pemula);

f) Melaksanakan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada
kepada aparatur pemerintah yang menangani Pemilu;

g) Melaksanakan Monitoring / Pemantauan dampak politik Pemilu.

h) Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pendidikan bela negara dalam

rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga, dapat
dilihat berikut ini :



Tabel T-C.30
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga

Realisasi . Catatan
No I dikator SPM/Standar KK Target Renstra Perangkat Daerah Capaian Proyeksi Analisis
Nasional Tahun Tahun Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
(1) (2) (3) 4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Tujuan | : Mewujudkan peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam masyarakat
1 | Indeks Toleransi | | | 3] 3,7 | 34| 43|  2,23] 1] 3,4 | 43|
Sasaran I. Meningkatnya ketertiban, keamanan dan perlindungan Masyarakat
2 Angka konflik Poleksosbud dan Sara
per 10.000
30 50 45 60 7 5 45 60
Tujuan Il : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
3 Pemilihan Umum (Pemilukada,
Pemilu, Pilpres) 72,3 0 0 75 0 0 0 75
Sasaran Il : Meningkatnya demokrasi yang sehat dan partisipasi politik Masyarakat
4 Prosentase pemilih dalam pemilu 72.3 0 0 75 0 0 0 75




2.1.

Isu — Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan melaksanakan pelayanan
pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah mempunyai tugas
pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam

merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan
mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dibidang pembinaan
kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan ketatausahaan.
Pemetaan permasalahan pelayanan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dapat

dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

2

3

4

Masih Rendahnya
Pemahaman
Masyarakat
terhadap Ideologi
Pancasila dan
Wawasan
Kebangsaan,
Demokrasi dan
Politik

Berubahnya
cara pandang
pandang dan
perilaku
masyarakat
terhadap
Ideologi
Pancasila dan
Wawasan
Kebangsaan
dan Demokrasi

Menurunnya pemahaman dan
pengamalan nilai-nilai ideologi
Pancasila, Wawasan Kebangsaan

dan Nasionalisme

Masih adanya
keamanan dan
berupa aksi-aksi
demonstrasi

potensi gangguan
ketertiban umum
unjuk rasa atau

Masifnya pengaruh budaya asing sebagai
dampak globalisasi, telah mempengaruhi
rasa nasionalisme dan kebangsaan
generasi muda. Seiring derasnya arus
informasi dan masuknya budaya asing,
telah merubah mental, sikap dan perilaku
generasi muda dalam memahami wawasan
kebangsaan.

Menurunnya tingkat moderasi dan
toleransi antar umat beragama, yang

berpotensi menimbulkan
ketidakharmonisan hubungan antar
umat

beragama/penghayat kepercayaan

Kurangnya pemahaman masyarakat
tentang demokratisi, penegakan hukum
dan HAM yang berpotensi terjadinya
konflik dan disintegrasi sosial
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Berkurangnya ketahanan ekonomi
masyarakat, yang bisa menimbulkan
kerawanan sosial dan konflik di
masyarakat.

dan administrasi

Kurangnya Belum optimalnya peran partai politik
pemahaman dalam proses penguatan kualitas dan
masyarakat kapasitas kelembagaan
terhadap demokrasi
politik Belum optimalnya tingkat partisipasi
politik masyarakat dibanding
nasional.
Masih terjadinya money politik
dalam pelaksanaan pemilu
Belum terpenuhinya kebutuhan ideal
sumber daya manusia di Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik baik secara kuantitas
maupun kualitas
2. |Penatausahaan Lemahnya tingkat | Rendahnya pemahaman tentang peraturan
administrasi yang pemahaman sistim dan prosedur penata usahaan dan
belum optimal penatausahaan | @dministrasi..

Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas
internal. hal ini disebabkan belum
mmemahami standar operasional prosedur
kerja.

Terbatasnya sarana dan prasarana yang
ideal dalam menunjang aktivitas pekerjaan.
hal tersebut akan berdampak kepada
kecepatan penyelesaian tugas

2.2. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Tahun 2024

1. Rancangan Akhir RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan akhir

rencanan Kkerja perangkat daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan

penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

2. Review terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2022 terhadap hasil analisis

kebutuhan dapat di lihat pada tabel 2.8 sebagi berikut :
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Tabel 2.8

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024

Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Lembar
. A Catatan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Penting
No
Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Indikatif
Kegiatan/ Sub Kegiatan Kinerja Capaian (Rp.000) Kegiatan/ Sub Kegiatan Kinerja Capaian (Rp.000)

(1) 2 @) “ () 6) (7) @) ©) (10 (1) (12)

BADAN KESATUAN BANGSA | Kab. 52.652.075.000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN Kab. 52.652.075.000

DAN POLITIK Purbal POLITIK Purbal

ingga ingga

UNSUR PEMERINTAHAN 52.652.075.000 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 52.652.075.000

UMUM

KESATUAN BANGSA DAN 52.652.075.000 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 52.652.075.000

POLITIK

PROGRAM PENGUATAN 1.036.877.000 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 1.036.877.000

IDEOLOGI PANCASILA DAN PANCASILA DAN KARAKTER

KARAKTER KEBANGSAAN KEBANGSAAN

Perumusan Kebijakan Teknis 1.036.877.000 | Perumusan Kebijakan Teknis dan 1.036.877.000

dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Bidang Ideologi Pancasila dan Ideologi Pancasila dan Karakter

Karakter Kebangsaan Kebangsaan

Penyusunan Program Kerja di Jumlah Dokumen Program 12 Dokumen 85.000.000 | Penyusunan Program Kerja di Bidang | - Jumlah Dokumen Program 12 85.000.000

Bidang Ideologi Wawasan Kerja di Bidang Ideologi Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Kerja di Bidang Ideologi Dokumen

Kebangsaan, Bela Negara,

Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan yang
Disusun

Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan yang
Disusun




2

)

(5)

(6)

(7)

©)

(10)

(1)

(12)

Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang 1350 Orang 95.000.000 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yang 1350 95.000.000
Bidang Ideologi Wawasan Mengikuti Pelaksanaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Mengikuti Pelaksanaan Orang
Kebangsaan, Bela Negara, Kebijakan di Bidang Ideologi Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebijakan di Bidang Ideologi
Karakter Bangsa, Pembauran Wawasan Kebangsaan, Bela Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Wawasan Kebangsaan, Bela
Kebangsaan, Bineka Tunggal Negara, Karakter Bangsa, Sejarah Kebangsaan Negara, Karakter Bangsa,
lka dan Sejarah Kebangsaan Pembauran Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal lka dan Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah Orang yang 549 Orang 576.877.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang 549 Orang 576.877.000
Bidang Ideologi Wawasan Mengikuti Koordinasi di Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Mengikuti Koordinasi di
Kebangsaan, Bela Negara, Bidang Ideologi Wawasan Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bidang Ideologi Wawasan
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Kebangsaan, Bela Negara,
Kebangsaan, Bineka Tunggal Karakter Bangsa, Sejarah Kebangsaan Karakter Bangsa,
lka dan Sejarah Kebangsaan Pembauran Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal lka dan Bineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
35.000.000 35.000.000
Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan
Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang |deologi Monitoring Evaluasi dan
Bidang Ideologi Wawasan Pelaporan di Bidang |deologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pelaporan di Bidang |deologi
Kebangsaan, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Karakter Bangsa, Pembauran Wawasan Kebangsaan, Bela
Karakter Bangsa, Pembauran Negara, Karakter Bangsa, Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Negara, Karakter Bangsa,
Kebangsaan, Bineka Tunggal Pembauran Kebangsaan, Sejarah Kebangsaan Pembauran Kebangsaan,
lka dan Sejarah Kebangsaan Bineka Tunggal lka dan Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan
245.000.000
Pembentukan dan Jumlah Keluarga yang 900 Keluarga 245.000.000 | Pembentukan dan Penumbuhan Jumlah Keluarga yang 900
Penumbuhan Karakter Mengikuti Pembentukan dan Karakter Keluarga Melalui Mengikuti Pembentukan dan | Keluarga

Keluarga Melalui Peningkatan
Kesadaran Masyarakat akan
Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam
Semua Aspek Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa,
dan Bernegara

Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan
Pentingnya Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila
dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara

Peningkatan Kesadaran Masyarakat
akan Pentingnya Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila dalam Semua
Aspek Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara

Penumbuhan Karakter
Keluarga Melalui
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan
Pentingnya Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila
dalam Semua Aspek
Kehidupan Bermasyarakat,
Berbangsa, dan Bernegara




2

(6)

(7)

(10)

(1)

(12)

PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

44.182.188.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

44.182.188.000

Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik

44.182.188.000

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik

44.182.188.000

Pelaksanaan Kebijakan di
Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

900 Orang

43.842.188.000

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

900 Orang

43.842.188.000




(1) 2) @) “) () (6) (7) (8) ©) (10) (11) (12)
Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah Orang yang 327 Orang 250.000.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang 327 Orang 250.000.000
Bidang Pendidikan Politik, Etika Mengikuti Koordinasi di Pendidikan Politik, Etika Budaya Mengikuti Koordinasi di
Budaya Politik, Peningkatan Bidang Pendidikan Politik, Politik, Peningkatan Demokrasi, Bidang Pendidikan Politik,

Demokrasi, Fasilitasi Etika Budaya Politik, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Etika Budaya Politik,
Kelembagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi, Perwakilan dan Partai Politik, Peningkatan Demokrasi,
Perwakilan dan Partai Politik, Fasilitasi Kelembagaan Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Fasilitasi Kelembagaan
Pemilihan Umum/Pemilihan Pemerintahan, Perwakilan Kepala Daerah, serta Pemantauan Pemerintahan, Perwakilan
Umum Kepala Daerah, serta dan Partai Politik, Pemilihan Situasi Politik di Daerah dan Partai Politik, Pemilihan
Pemantauan Situasi Politik di Umum/Pemilihan Umum Umum/Pemilihan Umum
Daerah Kepala Daerah, serta Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Pemantauan Situasi Politik di
Daerah Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil 18 Laporan 90.000.000 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil 18 Laporan 90.000.000
Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Monitoring, Evaluasi dan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Pelaporan di Bidang Politik, Etika Budaya Palitik, Pelaporan di Bidang
Budaya Politik, Peningkatan Pendidikan Politik, Etika Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pendidikan Politik, Etika
Demokrasi, Fasilitasi Budaya Politik, Peningkatan Kelembagaan Pemerintahan, Budaya Politik, Peningkatan
Kelembagaan Pemerintahan, Demokrasi, Fasilitasi Perwakilan dan Partai Politik, Demokrasi, Fasilitasi
Perwakilan dan Partai Politik, Kelembagaan Pemerintahan, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kelembagaan Pemerintahan,
Pemilihan Umum/Pemilihan Perwakilan dan Partai Politik, Kepala Daerah, serta Pemantauan Perwakilan dan Partai Politik,
Umum Kepala Daerah, serta Pemilihan Umum/Pemilihan Situasi Politik di Daerah Pemilihan Umum/Pemilihan
Pemantauan Situasi Politik di Umum Kepala Daerah, serta Umum Kepala Daerah, serta
Daerah Pemantauan Situasi Politik di Pemantauan Situasi Politik di
Daerah Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN 745.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 745.000.000
DAN PENGAWASAN PENGAWASAN ORGANISASI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis 745.000.000 | Perumusan Kebijakan Teknis dan 745.000.000

dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan




(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

©)

(10)

(1)

(12)

Penyusunan Program Kerja di Jumlah Dokumen Program 12 Dokumen 270.000.000 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Jumlah Dokumen Program 12 270.000.000
Bidang Pendaftaran Ormas, Kerja di Bidang Pendaftaran Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Kerja di Bidang Pendaftaran | Dokumen
Pemberdayaan Ormas, Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Ormas, Pemberdayaan
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Evaluasi dan Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Ormas, Evaluasi dan
Ormas, Pengawasan Ormas Mediasi Sengketa Ormas, dan Ormas Asing di Daerah Mediasi Sengketa Ormas,
dan Ormas Asing di Daerah Pengawasan Ormas dan Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah yang Ormas Asing di Daerah yang
Disusun Disusun
Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang 1000 Orang 370.000.000 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yang 1000 370.000.000
Bidang Pendaftaran Ormas, Mengikuti Pelaksanaan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Mengikuti Pelaksanaan Orang
Pemberdayaan Ormas, Kebijakan di Bidang Ormas, Evaluasi dan Mediasi Kebijakan di Bidang
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Pendaftaran Ormas, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Pendaftaran Ormas,
Ormas, Pengawasan Ormas Pemberdayaan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah Pemberdayaan Ormas,
dan Ormas Asing di Daerah Evaluasi dan Mediasi Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah Orang yang 240 Orang 75.000.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang 240 Orang 75.000.000
Bidang Pendaftaran Ormas, Mengikuti Koordinasi di Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Mengikuti Koordinasi di
Pemberdayaan Ormas, Bidang Pendaftaran Ormas, Ormas, Evaluasi dan Mediasi Bidang Pendaftaran Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Pemberdayaan Ormas, Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Pemberdayaan Ormas,
Ormas, Pengawasan Ormas Evaluasi dan Mediasi dan Ormas Asing di Daerah Evaluasi dan Mediasi
dan Ormas Asing di Daerah Sengketa Ormas, Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 30.000.000 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 30.000.000

Evaluasi dan Pelaporan di
Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Pelaporan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah




(2)

(6)

(7)

(10)

(1)

(12)

PROGRAM PEMBINAAN DAN 434.000.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN 434.000.000
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
KETAHANAN EKONOMI, EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
SOSIAL, DAN BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis 434.000.000 | Perumusan Kebijakan Teknis dan 434.000.000
dan Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Bidang Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan
Sosial dan Budaya Budaya
Penyusunan Program Kerja di Jumlah Dokumen Program 12 Dokumen 62.000.000 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Jumlah Dokumen Program 12 62.000.000
Bidang Ketahanan Ekonomi, Kerja di Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Kerja di Bidang Ketahanan Dokumen
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Ekonomi, Sosial, Budaya
Pencegahan Penyalagunaan dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi dan Fasilitasi Pencegahan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penyalagunaan Narkotika,
Umat Beragama dan Fasilitasi Kerukunan Umat Penghayat Kepercayaan di Daerah Fasilitasi Kerukunan Umat
Penghayat Kepercayaan di Beragama dan Penghayat Beragama dan Penghayat
Daerah Kepercayaan di Daerah yang Kepercayaan di Daerah yang

Disusun Disusun
Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang 900 Orang 300.000.000 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yang 900 Orang 300.000.000
Bidang Ketahanan Ekonomi, Mengikuti Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Mengikuti Pelaksanaan
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kebijakan di Bidang dan Fasilitasi Pencegahan Kebijakan di Bidang
Pencegahan Penyalagunaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Budaya dan Fasilitasi
Umat Beragama dan Pencegahan Penyalagunaan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pencegahan Penyalagunaan
Penghayat Kepercayaan di Narkotika, Fasilitasi Narkotika, Fasilitasi
Daerah Kerukunan Umat Beragama Kerukunan Umat Beragama

dan Penghayat Kepercayaan dan Penghayat Kepercayaan

di Daerah di Daerah

36.000.000

Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah Orang yang 108 Orang 36.000.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang 108 Orang

Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Mengikuti Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Mengikuti Koordinasi di
Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah




(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

©)

(10)

(11)
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Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 36.000.000 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 36.000.000
Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Monitoring, Evaluasi dan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Pelaporan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelaporan di Bidang
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Pencegahan Penyalagunaan Budaya dan Fasilitasi Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Budaya dan Fasilitasi
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Pencegahan Penyalagunaan Beragama dan Penghayat Pencegahan Penyalagunaan
Umat Beragama dan Narkotika, Fasilitasi Kepercayaan di Daerah Narkotika, Fasilitasi
Penghayat Kepercayaan di Kerukunan Umat Beragama Kerukunan Umat Beragama
Daerah dan Penghayat Kepercayaan dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah di Daerah
PROGRAM PENINGKATAN 1.784.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN 1.784.000.000
KEWASPADAAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN
DAN PENINGKATAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
KUALITAS DAN FASILITASI FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
SOSIAL
Perumusan Kebijakan Teknis 1.784.000.000 | Perumusan Kebijakan Teknis dan 1.784.000.000
dan Pelaksanaan Pemantapan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial Penanganan Konflik Sosial
Penyusunan Program Kerja di Jumlah Dokumen Program 12 Dokumen 587.000.000 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Jumlah Dokumen Program 12 587.000.000
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Kerja di Bidang Dokumen

Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun

Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun
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Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti 108 Orang 90.000.000 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti 108 Orang 90.000.000
Bidang Kewaspadaan Dini, pelaksanaan Kebijakan di Kewaspadaan Dini, Kerja Sama pelaksanaan Kebijakan di
Kerja Sama Intelijen, Bidang Kewaspadaan Dini, Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Bidang Kewaspadaan Dini,

Pemantauan Orang Asing, gerja Sama Intelien, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Sama Intelijen,
Tenaga Kerja Asing dan emantauan Orang Asing, Asing, Kewaspadaan Perbatasan Pemantauan Orang Asing,
enaga e Je,l sing Tenaga Kerja Asing dan 9, p o Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Lembaga Asing, Kewaspadaan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Perbatasan antar Negara, Bidang Kewaspadaan, serta Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Fasilitasi Kelembagaan Bidang Penanganan Konflik di Daerah Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah Orang yang Mengikuti 2880 Orang 732.000.000 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti 2880 732.000.000
Bidang Kewaspadaan Dini, Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Koordinasi di Bidang Orang
Kerja Sama Intelijen, Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Pemantauan Orang Asing, L'\".e'”e”' Pemantauan Orang Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Inteljen, Pemantauan Orang
Ten Keria Asina dan sing, Tenaga Kerja Asing dan Asina. Kewaspadaan Perbatasan Asing, Tenaga Kerja Asing dan
enaga fe J? sing Lembaga Asing, Kewaspadaan 9, p o Lembaga Asing, Kewaspadaan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Perbatasan antar Negara,
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Bidang Kewaspadaan, serta Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kewaspadaan, serta
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 75.000.000 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 75.000.000
Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Monitoring, Evaluasi dan
Bidang Kewaspadaan Dini, Pelaporan di Bidang Dini, Kerja Sama Intelijen, Pelaporan di Bidang
Kerja Sama Intelijen, m‘l’ﬁ‘gﬁagzﬂaEt'gbaﬁegfaigma Pemantauan Orang Asing, Tenaga ﬁgﬁzﬁangnnagtlgbaﬁeg?ai;ma
Pemantauap Orqng Asing, Asing, fenaga Kerja Asing dan Kerja Asing dan Lembaga Asing, Asing, T’enaga Kerja Asing dan
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Kewaspadaan Perbatasan antar Lembaga Asing, Kewaspadaan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Negara, Fasilitasi Kelembagaan Perbatasan antar Negara,
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Bidang Kewaspadaan, serta Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Kewaspadaan, serta
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah
Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 300.000.000 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil 12 300.000.000
Pimpinan Daerah Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Forum Dokumen

Kabupaten/Kota

Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten/Kota
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PROGRAM PENUNJANG 4.470.010.000 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4.470.010.000
URUSAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, 4.800.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan 4.800.000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 4 Dokumen 2.800.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 2.800.000
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
Daerah Daerah Daerah
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi 5 Laporan 2.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi 5 Laporan 2.000.000
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan 2.644.410.000 | Administrasi Keuangan Perangkat 2.644.410.000
Perangkat Daerah Daerah
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 25 2.496.410.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 25 2.496.410.000
Tunjangan ASN Menerima Gaji dan Orang/bulan Menerima Gaji dan Orang/bula

Tunjangan ASN Tunjangan ASN n
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil 180 Dokumen 85.000.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 180 85.000.000
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Tugas ASN Penyediaan Administrasi Dokumen

Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi | 4 Dokumen 63.000.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi | 4 Dokumen 63.000.000
Akuntansi SKPD dan Pelaksanaan Akuntansi Akuntansi SKPD dan Pelaksanaan Akuntansi

SKPD SKPD
Administrasi Barang Milik 7.800.000 | Administrasi Barang Milik Daerah 7.800.000

Daerah pada Perangkat Daerah

pada Perangkat Daerah
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Administrasi Barang Milik 7.800.000 | Administrasi Barang Milik Daerah 7.800.000
Daerah pada Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan 4 Laporan 7.800.000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah - Jumlah Laporan 4 Laporan 7.800.000
Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik pada SKPD Penatausahaan Barang Milik

Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian 30.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat 30.000.000
Perangkat Daerah Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai 14 Orang 30.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai - Jumlah Pegawai 14 Orang 30.000.000
Pegawai Berdasarkan Tugas Berdasarkan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan
dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Fungsi yang Mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat 110.400.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah 110.400.000
Daerah
Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen 1 Paket 2.000.000 | Penyediaan Komponen Instalasi - Jumlah Paket Komponen 1 Paket 2.000.000
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor yang Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Listrik/Penerangan Bangunan Disediakan Disediakan
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik | 1 Paket 50.000.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Jumlah Paket Bahan Logistik | 1 Paket 50.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket Barang 3 Paket 20.000.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan - Jumlah Paket Barang 3 Paket 20.000.000
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan

yang Disediakan yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokumen 1.200.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan - Jumlah Dokumen Bahan 12 1.200.000
Peraturan Perundang- Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Dokumen
undangan Perundang-Undangan yang Perundang-Undangan yang

Disediakan Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 20.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 20.000.000

Kunjungan Tamu

Kunjungan Tamu
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Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 12 Laporan 10.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah Laporan 12 Laporan 10.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan | 12 Dokumen 7.200.000 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan | 12 7.200.000
Pemerintahan Berbasis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem Dokumen
Elektronik pada SKPD Pemerintahan Berbasis pada SKPD Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik 1.038.000.000 | Pengadaan Barang Milik Daerah 1.038.000.000
Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah Daerah
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 2 Unit 850.000.000 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Jumlah Unit Kendaraan 2 Unit 850.000.000
Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan yang Disediakan
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan 4 Unit 120.000.000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan 4 Unit 120.000.000
Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Disediakan Lapangan yang Disediakan
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 33 Unit 50.000.000 Jumlah Paket Mebel yang 33 Unit 50.000.000
Disediakan Pengadaan Mebel Disediakan
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 4 Unit 18.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan 4 Unit 18.000.000

Mesin Lainnya

Mesin Lainnya yang
Disediakan

Lainnya

Mesin Lainnya yang
Disediakan
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Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan 4 Unit 18.000.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan 4 Unit 18.000.000
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Lainnya Mesin Lainnya yang

Disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang 399.600.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 399.600.000
Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan 5.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan 5.000.000
Menyurat Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan 61.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan 61.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik yang Daya Air dan Listrik yang

Disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan 10.000.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan 10.000.000
Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor yang

Disediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan 323.600.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan | 12 Laporan 323.600.000
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum

Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik 235.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah 235.000.000

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
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Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 15 Unit 170.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas 15 Unit 170.000.000
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan Perizinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan

Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan

Operasional atau Lapangan Perizinannya Perizinannya

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin | 15 Unit 5.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin | 15 Unit 5.000.000
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Lainnya Lainnya yang Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan | 5 Unit 60.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan | 5 Unit 60.000.000

Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Kantor dan Bangunan Lainnya

Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi




Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang
diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan
menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan
asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-
asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk
selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi
usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.
Berdasarkan uraian diatas, satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Badan
Kesatuan Bangsa dan Poltik Kabupaten Purbalingga tidak ada usulan pemangku
kepentingan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Purbalingga. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.32

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No. | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Volume | Catatan

Kinerja

Tidak ada program/
kegiatan yang berkaitan
langsung dengan
kegiatan = masyarakat
dengan tugas pokok
dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan
Politik khususnya pada
tugas-tugas di Bidang
Kesatuan Bangsa dan
Politik.




3.1.

BAB Il

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Telaahan Terhadap Kebijakan nasional

Dalam upaya Menciptakan bentuk sinkronisasi terhadap kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka diharapkan program/kegiatan
yang telah direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purbalingga merupakan implementasi dari program nasional yang bertujuan
memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri
yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, sesuai
dengan Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yaitu

Misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang merupakan
upaya-upaya untuk mewujudkan visi, sesuai dengan Misi Pertama dan Kedua

Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

“‘Memperkuat Implementasi Ideologi Pancasila untuk menjaga Kebhinekaan,

Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta karekter kebangsaan dan stabilitas

politik dalam negeri”

Sasaran Program Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang ingin

dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi,
dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran
Strategis, meliputi:

a. Indeks Demokrasi Indonesia;
b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu
c. Indeks Kinerja Ormas.

2. Simpul Strategis Pembumian Pancasila Berjalan Optimal, dengan indicator
sasaran strategis sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis, meliputi:
a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideolog;i;

b. Indeks Capaian Revolusi Mental;
c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; dan
d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

3. Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dengan indikator sasaran strategis

sebagai tolak ukur ketercapaian Sasaran Strategis yaitu Indeks

Kewaspadaan Nasional; dan



4. Meningkatkan Kualitas Layanan DukunganManajemen dan Dukungan Teknis

lainnya

Guna mencapai keselarasan visi dan misi Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purbalingga mengambil peranan strategis dalam:

a. Merumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Pembinaan hubungan dengan Partai Politik, Partai Politik peserta Pemilihan
Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga
Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;

c. Pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela Negara, dan
pembinaan kerukunan umat beragama ;

d. Pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasayarakatan;

e. Pembinaan pembauran bangsa serta pengawasan dan pemantauan kegiatan
orang asing dan/ atau LSM asing ;

f. Pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial
budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam
menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia ;

g. Mengadakan suatu perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga.

Sebagai upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga,
yaitu “Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat
yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”.
ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian
tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menegah Daerah

Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang professional, efektif, inovatif bersih,
akuntable dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara
prima kepada masyarakat

2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kehadirat
Allah SWT / Tuhan YME serta mengembangkan paham kebangsaan guna

mewujudkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat,



berbangsa dan bernegara yang berdasar Pancasila dalam bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan
papan secara layak

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan
derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarkat

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakyat, dengan
mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan
dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif
dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta
didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha,
investasi dan penciptaan lapangan kerja.

6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui
optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari ke tujuh misi tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan
Peraturan Bupati No 98 Tahum 2016 medukung misi kedua yaitu “ Mendorong
kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT /
Tuhan YME serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa
aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
berdasar Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Badan
Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam kurun tahun
2021 — 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” Meningkatkan pengetahuan,
pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan
kebangsaan, partisipasi politik masyarakat”.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2021 — 2026,
ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

a. Menurunnya potensi konflik dimasyarakat

b. Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

c¢. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri

Berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menegah pelayanan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KESBANGPOL KABUPATEN PURBALINGGA

dalam bidang politik
dalam negeri

Pemilu (presiden,
DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kota)

TUJUAN SASARAN INDIKATOR saTUAN | TARSET
Meningkatkan
pengetahuan,
pemahaman dan
‘:ne::;aa:';akr;t Persentase potensi
terhadap nilai nilai k.onfllk yar.19 c.ilreda.m Persen 95
wawasan tidak menjadi konflik
kebangsaan,
partisipasi politik
masyarakat
Menlljrur.mya potensi Jumlah potensi konflik Dokumen 45
konflik dimasyarakat | yang dilaporkan
Meningkatnya
Kualitas Nilai SAKIP Indeks 68
Kelembagaan
Kesbangpol
Persentase pemilih
Meningkatnya peran yang menggunakan
serta masyarakat hak pilih dalam
Persen 0

3.3.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2024 rencana program prioritas Kantor Kesbangpol Kabupaten

Purbalingga diuraikan dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 46 sub kegiatan, antara

lain:
1. PROGRAM

PENUNJANG

KABUPATEN/KOTA

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

URUSAN

PEMERINTAHAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

DAERAH




3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
. Fasilitasi Kunjungan Tamu

. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

N OO OB~ WON

. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD
f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka

dan Sejarah Kebangsaan



Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ldeologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka
dan Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan
Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan

Bernegara

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan

Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

1.

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah

. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan



. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan

Ormas Asing di Daerah

. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan

Ormas Asing di Daerah

. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan

Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan

Ormas Asing di Daerah

. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,

Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,
SOSIAL, DAN BUDAYA

a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang

Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1.

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat

Kepercayaan di Daerah

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

a) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.

Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama

Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga



Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan dokumen
yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja program,
kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purbalingga tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 yang dapat di lihat
pada tabel 4.1, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Tahun 2024 dan Prakiraan maju Rencana Tahun 2025 dan Tabel 4.2, Risk
Register Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sebagai berikut :



Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tabel.4.1

dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Purbalingga

UruTJar:/sE:aigang Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
. Program (outcomes) Target Capaian Kinerja
Pemerintahan . : Target Kebutuhan
Kode | Kegiatan (output) / i Catatan Pentin
Daerah Dan giatan (outpul) Lokasi Keluaran | Hasil | pag ngikatif (Rp.) | Sumber Dana "9 Capaian Dana/Pagu Indikatif
: Sub Kegiatan (sub P Sub K L
Program/Kegiata outpu) rogram u egia Kinerja (Rp.)
n/Sub Kegiatan P Kegiatan | tan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 48.824.995.000 10.807.180.000
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 48.824.995.000 10.807.180.000
01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 48.824.995.000 10.807.180.000
8101 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.980.992.000
2.708.357.000
8101|0120 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.400.000
4.660.000
8 | 01|01 201 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Purbalin | 100 4 100 DAU/APBD 4 Dokumen 3.000.000
Perencanaan gga persen | Dokumen | % 3.000.000 Penyusunan Renja
Perangkat Daerah
8101 |01 |201 |07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Purbalin | 100 5 100 DAU/APBD Penyusunan Dokumen 5 Laporan 2.400.000
Evaluasi Kinerja gga persen Laporan % 1.660.000 Evaluasi (LK\”P LAKIP
Perangkat Daerah LPPD, laporan triwulan)
8 (01|01 ] 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.028.187.000 3.155.692.000
8 01|01 ]202 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Purbalin | 100 25 100 DAU/APBD Gaii dan Tunianaan 25 2.995.692.000
Menerima Gaji dan gga persen | Orang/bu | % 1.997.128.000 PNag 12 Orunja ga Orang/bulan
Tunjangan ASN lan ang




2 3 | 4 | 5 | &6 7 8 9 10 11 12
01 |01 | 202 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Purbalin | 100 180 100 85.000.000 | DAU/APBD 180 95.000.000
Hasil Penyediaan gga persen Dokumen | % Perjalanan dinas luar Dokumen
Administrasi kota (DIY, Jateng, DKI,
Pelaksanaan Tugas Jabar, Jatim)
ASN
01 | 01 | 202 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen Purbalin | 100 4 100 DAU/APBD 4 Dokumen 65.000.000
Koordinasi dan gga persen Dokumen | % 31.059.000 Honor PA, PPTK, PPK,
Bendahara, Pembantu
Pelaksanaan Bendah 6 bul
Akuntansi SKPD endanara x o buian
01 |01 | 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 7.800.000
3.900.000
01 | 01 | 203 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Purbalin | 100 4 2 DAU/APBD Honor Pejabat 4 Laporan 7.800.000
Penatausahaan gga persen | Laporan | Oran 3.900.000 Pengadaan 1 Orang
Barang Milik Daerah g dan Pengurus Barang 1
pada SKPD Orang x 6 bulan
01 | 01 | 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.000.000 35.000.000
01 | 01 | 205 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Purbalin | 100 14 Orang | 2 DAU/APBD 14 Orang 35.000.000
Berdasarkan Tugas gga persen Oran 30.000.000 Diklat pegawai
dan Fungsi yang g manajerial 4 orang,
Mengikuti Pendidikan teknis 6 orang
dan Pelatihan
01 | 01 | 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 88.170.000 127.900.000
01 | 01 | 206 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Paket Purbalin | 100 1 Paket 12 DAU/APBD 1 Paket 2.500.000
Komponen Instalasi gga persen Bulan 2.000.000 Diklat pegawai
Listrik/Penerangan manajerial 4 orang,
Bangunan Kantor teknis 6 orang
yang Disediakan




2 3 | 4 | 5 | &6 7 8 9 10 11 12
01 | 01 | 206 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan | Purbalin | 100 1 Paket 12 DAU/APBD ATK, Tabung Gas, 1 Paket 55.000.000
Logistik Kantor yang | gga persen Bulan 48.670.000 Cinderamata, Karangan
Disediakan Bunga, banner, logistik
kantor
01 | 01 | 206 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang | Purbalin | 100 3 Paket | 12 DAU/APBD i kan untuk 3 Paket 25.000.000
Cetakan dan gga persen Bulan 12.000.000 Flpeligur)a an unt |
Penggandaan yang otokopi, banner, amplop
) gg surat badan, map badan
Disediakan
01 | 01 | 206 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Purbalin | 100 12 12 DAU/APBD 12 1.200.000
Bahan Bacaan dan gga persen | Dokumen | Bulan 1.200.000 Dokumen
Peraturan Perundang- Langganan koran 12 bulan
Undangan yang
Disediakan
01 | 01 | 206 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Purbalin | 100 12 12 DAU/APBD Jamuan Tamu ditambah 12 Laporan 25.000.000
Fasilitasi Kunjungan gga persen | Laporan | Bulan 15.000.000 mengantisipasi dinamika
Tamu Pemilu dan Pilkada
01 | 01 | 206 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Purbalin | 100 12 12 DAU/APBD Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan 12.000.000
Penyelenggaraan gga persen | Laporan | Bulan 5.700.000 Koordinas dan Konsultasi
Rapat Koordinasi dan SKPD 120 orang dan
Konsultasi SKPD narasumber
01 | 01 | 206 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Dokumen Purbalin | 100 12 12 DAU/APBD 12 7.200.000
Dukungan gga persen Dokumen | Bulan 3.600.000 Dokumen
Pelaksanaan Sistem Honor SIPD, SIMDA,
Pemerintahan SIM ASET x 6 bulan

Berbasis Elektronik
pada SKPD




2 3 | 4 | 5 | &6 7 8 9 10 11 12
01 |01 | 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 68.000.000 0
01101 | 207 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Purbalin | 100 2 Unit 100 DAU/APBD 2 Unit 0
0, -
Kendaraan . g9a persen & Pengadaan kendaraan
Perorangan Dinas .
. dinas R4 eselon 11 1
atau Kendaraan Dinas . 11 uni
Jabatan yang unit, dan unit
Disediakan
01 | 01 | 207 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Purbalin | 100 4 Unit 100 DAU/APBD 4 Unit 0
. 0, -
Kendargan Dinas gga persen % Pengadaan kendaraan
Operasional atau
L R2, 4 buah
apangan yang
Disediakan
01 | 01 | 207 | 05 | Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel Purbalin | 100 33 Unit 100 DAU/APBD Pengadaan meubelair 33 Unit 0
yang Disediakan gga persen % 50.000.000 berupa meja kursi
eselon Il 1 set, meja
kursi eselon Il 3 set ,
dan meja staf 8 buah,
kursi staf 25 buah
01 | 01 | 207 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan | Purbalin | 100 4 Unit 100 DAU/APBD 4 Unit 0
dan Mesin Lainnya gga persen % 18.000.000 Peralatan komputer 1
yang Disediakan laptop, print, scanner
01 | 01 | 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 298.440.000 398.200.000
01 101|208 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Purbalin | 100 12 12 DAU/APBD Paket Penairiman 12 Laporan 600.000
Penyediaan Jasa gga persen | Laporan | Bulan 500.000 aket/SURgT
Surat Menyurat P




2 3 | 4 [ 5 6 7 8 9 10 11 12
01 | 01 | 208 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Laporan Purbalin | 100 12 12 DAU/APBD Air, Listrik, Telepon dan 12 Laporan 62.000.000
Penyediaan Jasa gga persen Laporan | Bulan 61.320.000 | ' ’
Komunikasi, Sumber nteret sudah
LS terpasang 12 bulan
Daya Air dan Listrik
o semua
yang Disediakan
01 | 01 | 208 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Laporan Purbalin | 100 12 12 DAU/APBD sewa pakaian adat, 12 Laporan 12.000.000
Penyediaan Jasa gga persen Laporan | Bulan 20.500.000 banner, sewa bis ke
Peralatan dan yogyakarta 10.500.000
Perlengkapan Kantor fasilitasi paskibraka
yang Disediakan (pindah ke paskib
refreshing keg pasca
pengibaran)
01 | 01 | 208 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Purbalin | 100 12 12 DAU/APBD Honor THL : 5 S1. 4 12 Laporan 323.600.000
Penyediaan Jasa gga persen | Laporan | Bulan 216.120.000 SMA. 1 Driver, BPJS
Pelayanan Umum Kecelakaan dan
Kantor yang ccelakaan da
Disediakan Kematian (12 bulan)
01 | 01 | 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 187.000.000 251.000.000
01 | 01 | 209 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Purbalin | 100 15 Unit 100 DAU/APBD 11 Motor, 4 Mobil 15 Unit 180.000.000
Dinas Operasional gga persen % 170.000.000 BBM 12 Bulan :
atau Lapangan yang 121.296.000
Dipelihara dan Oli : 5.000.000
dibayarkan Pajak dan Pemeliharaan Mobil : 30
Perizinannya juta

Pemeliharaan Motor :
18 juta




2 3 | 4 [ 5 6 7 8 9 10 11 12
01 | 01 | 209 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan | Purbalin | 100 15 Unit 100 DAU/APBD 5AC : 3.000.000 15 Unit 6.000.000
Mesin Lainnya yang gga persen % 7.000.000 Laptop, Komputer,
Dipelihara Printer : 4.000.000
01 | 01 | 209 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Purbalin | 100 5 Unit 100 DAU/APBD 5 Unit 65.000.000
Kantor dan Bangunan | gga persen % 10.000.000 m d
Lainnya yang pemeliharaan gedung
o - . 1 unit
Dipelihara/Direhabilita
si
01 | 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 514.982.000 1.175.000.000
01 |02 | 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 514.982.000 1.175.000.000
Pancasila dan Karakter Kebangsaan
01 | 02 | 201 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
Jumlah Dokumen Purbalin | 31,90 12 12 DAU/APBD 12 85.000.000
Program Kerja di gga per Dokumen | Doku 25.800.000 Dokumen
Bidang Ideologi 10.000 men
Wawasan pendud
Kebangsaan, Bela uk Fasilitasi TIM FPK

Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
yang Disusun

(forum pembauran
kebangsaan),
perkumpulan suku.atk
2,8jt, komputer 1jt,
perjadin luar 22jt




2 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12
01 | 02 | 201 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,

Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah

Kebangsaan
Jumlah Orang yang Purbalin | 31,90 1350 12 DAU/APBD 1350 Orang 140.000.000
Mengikuti Pelaksanaan gga per Orang Doku -
Kebijakan di Bidang 10.000 men
Ideologi Wawasan
Keban%saan, Bela SﬁndUd
Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

01 | 02 | 201 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,

Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah

Kebangsaan
Jumlah Orang yang Purbalin | 31,90 549 12 DAU/APBD atk 7,8jt komputer 2,2, 549 Or 670.000.000
Mengikuti Koordinasi | gga per Orang Doku 484.182.000 kelengkapan paskibra 00rb, | gy
di Bidang Ideologi 10.000 men pak TOUD, maiemin latsar 50
Wawasan pendud ﬁ;%ixpe}s?;g:n 25 o(r)grgxx4 hari
Kebangsaan7 Bela uk seléksi 25 org x 2 hari, Y

Negara, Karakter
Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan

sosialisasi pancasila 70x4
keg. pakain OR kaos olahraga
panitia 15 @167.600, jaket
OR paski 44 org @195.500,
kaos kaki 850rg @22.400,
topi OR 45 @33.600; atribut
paskibra bedge, balok, jas,
candid 151jt. pelatih paskibra,
tim seleksi, narsum
sosialisasi. 33,9000. tata rias
9,750.000. hotel karantina
17jt. sewa musik 500rb. uang
saku 76,3000, perjadin luar
35jt, dalam 2,5it;

sosialisasi pancasila uang
saku 50 org x 4 keg. jamuan
makan upacara petugas up
12 kali 20 org




2 3 | 4 | 5 | &6 7 8 9 10 11 12
01 ] 02 | 201 | 05 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan

Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal

Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Laporan Hasil | Purbalin | 31,90 12 12 DAU/APBD 12 Laporan 35.000.000
Monitoring Evaluasi gga per Laporan | Doku 5.000.000 Transport Monev
dan Pelaporan di 10.000 men elaboran di bidan
Bidang Ideologi pendud petapor dang
Wawasan Uk |qeolog|, K(.)ordlin.a3| .
Kebangsaan, Bela pinak t_erkallt, ”?'“9?8'
Negara Kare;kter poten3| rgdlkallsagl,
Bangsa’ Pembauran |ntolera§|, operasmngl
Kebang’saan, Bineka penggalian informasi
Tunggal lka dan lapangan.
Sejarah Kebangsaan

01 | 02 | 201 | 06 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran

Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua

Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Jumlah Keluarga yang | Purbalin | 31,90 900 12 DAU/APBD 900 245.000.000
Mengikuti gga per Keluarga | Doku - Keluarga
Pembentukan dan 10.000 men
Penumbuhan pendud
Karakter Keluarga uk
Melalui Peningkatan
Kesadaran
Masyarakat Akan
Pentingnya
Penghayatan dan
Pengamalan
Pancasila dalam
Semua Aspek
Kehidupan
Bermasyarakat,

Berbangsa, dan
Bernegara




2 3 \4\5|67

10

11

12

01

03

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK

43.516.841.000

2.482.188.000

01

03

2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

43.516.841.000

2.482.188.000

01

03

2.01

03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

Jumlah Orang yang Purbalin | 31,90 0Orang | 12
Mengikuti gga per Doku
Pelaksanaan 10.000 men
Kebijakan di Bidang pendud
Pendidikan Politik, uk
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

43.339.301.000

DAU/APBD

Hibah parpol 1.535.409.000;
Operasional bintek admin
parpol 2 hari 27 orang x 45rb,
sosialisasi pendidikan politik
128 org x 6 keg ; Hibah PAM
Polres 184.252.000, Hibah
Pemilihan
(KPU/Bawaslu/Keamanan)
41,5 Milyar; honor narsum

sosialisasi 4 (kpu, bawaslu, ka
kesbang, org luar?) moderator
;bintek admin parpol 3 org per

parpol. 9parpol x 3 org ; rapat
parpol terkait hibah 2 kali;
silaturahmi ketua parpol dg
pemda 1 kali; honor narsum
bintek admin parpol 4
(kejaksaan, kpu, ka kesbang,
org luar?), rapat sosialisasi
dan evaluasi pendidikan pol 2
kali x30 org; uang saku keg
bintek 27 keg, rapat parpol

hibah 27 org 2 kali, sosiliasasi

dikpol 128 x 6 @50rb, rapat

parpol terkait hibah 27 org x 2

kali, atk 8,7]t, tinta komputer
1,9it, perjadin dalam daerah
10t

0 Orang

2.342.188.000




2 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12
01 | 03 | 201 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di

Daerah
Jumlah Orang yang Purbalin | 31,90 327 12 DAU/APBD Desk Pemilu tingkat 327 Orang 50.000.000
Mengikuti Koordinasi | gga per Orang Doku 172.540.000 kabupaten dengan
di Bidang Pendidikan 10.000 men anggota 128 orang
Politik, Etika Budaya pendud (kecamatan dan
Politik, Peningkatan uk dinas/instansi terkait)
Demokrasi, Fasilitasi (perjalanan dinas,
Kelembagaan rapat-rapat) uang saku
Pemerintahan, tim kab 80 org x12 hari
Perwakilan dan Partai @50rb,tim kec 18 x 12
Politik, Pemilihan hari x 2 org @50rb;
Umum/Pemilihan makan minum desk 116
Umum Kepala X 12 hari x 45rb, monev
Daerah, serta tahapan pemilu pilkada
Pemantauan Situasi 30jt, atk 9,6(banner utk
Politik di Daerah kec) tinta komp 700rb

01 | 03 | 201 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah
K/Lllmlah Lap(érar} Hasi(lj Purbalin | 31,90 18 12 DAU/APBD 18 Laporan 90.000.000

onitoring, Evaluasi dan 000. . .

Pelaporar? di Bidang 9 F1)?).r000 raporen mu 2o perjalanan Dinas

Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

pendud
uk

dalam daerah,
monitoring dan
operasional penggalian
informasi, koordinasi
pihak terkait,
pemantauan
kondusivitas wilayah
menjelang pemilu dan
pilkada 2024




2 3 | 4 | 5 | &6 7 8 9 10 11 12
01 | 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI 770.000.000
KEMASYARAKATAN 776.400.000
01 | 04 | 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang 770.000.000
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 776.400.000
01 | 04 | 201 | 01 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah
Jumlah Dokumen Purbalin | 23,95 12 12 DAU/APBD Timdu Pengawasan 12 270.000.000
Program Kerja di gga persen | Dokumen | Doku 273.300.000 Ormas (honor 222jt SK | Dokumen
Bidang Pendaftaran men Bupati), narsum
Ormas, sarasehan 4. 1
Pemberdayaan moderator (polres,
Ormas, Evaluasi dan kejari, kemendagri,
Mediasi Sengketa prov) 2 kali; atk 6jt, tinta
Ormas, Pengawasan 1,5, makan minum rapat
Ormas dan Ormas sarasehan 65 org x 2
Asing di Daerah yang krg, timdu ormas 30 x 4
Disusun keg, honor
forkopimdan 12 bin
222jt, perjadin luar 20jt,
uang saku 50org x 2
01 | 04 | 201 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah Orang yang Purbalin | 23,95 1000 12 DAU/APBD Hibah dan Fasilitasi Ormas 1000 Orang 370.000.000
Mengikuti gga persen | Orang Doku 498.100.000 S50jt +100jt (150 untuk badan
yang bersifat nirlaba, sukarela
Pelaksanaan men

Kebijakan di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

dan sosial yang dibentuk
berdasarkan Perpu, 200jt
hibah uang kepada lembaga
yang bersifat nirlaba, sukarela
dan sosial yg telah memiliki
surat keterangan tercatat)
tambah utk Garda anak
bangsa 100jt. atk 2,5it,
makmin rapat 30 org *16 keg,
uang saku 30 org 16 kali keg
(utk dispo bup kpd bantuan
utk ormas)




3 |

4

|

5

|

6

10

11

12

01

04

2.01

04

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di

Daerah

Jumlah Orang yang
Mengikuti Koordinasi
di Bidang Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Purbalin
gga

23,95
persen

240
Orang

12
Doku
men

DAU/APBD

240 Orang

100.000.000

01

04

2.01

05

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas,

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan di
Bidang Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Purbalin
gga

23,95
persen

12
Laporan

12
Doku
men

5.000.000

DAU/APBD

Transport Monitoring
keberadaan ormas,
verifikasi faktual ormas
dan pengawasan
aktivitas ormas 248++
ormas, terdaftar dan
belum/tidak terdaftar

12 Laporan

30.000.000

01

05

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,

SOSIAL, DAN BUDAYA

199.650.000

465.000.000

01

05

2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya

199.650.000

465.000.000

01

05

2.01

01

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan

Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Jumlah Dokumen Purbalin | 31,90 12 12 DAU/APBD 12 75.000.000
Program Kerja di gga per Dokumen | Doku 40.675.000 Dokumen
Bidang Ketahanan 10.000 men Fasilitasi PAGN
Ekonomi, Sosial, pendud
. Tambahan untuk
Budaya dan Fasilitasi uk al dinas |
Pencegahan pefiaianan dinas 1uar,
Penyalagunaan daerah. atk 2jt, tinta 2jt,
Narkotika, Fasiltasi makmin rapat 35 org x 4
Kerukunan Umat keg, sppd luar daerah
Beragama dan 30jt,dalam daerah
g 375t
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah yang Disusun
01 | 05 | 201 | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Orang yang Purbalin | 31,90 900 12 DAU/APBD 900 Orang 300.000.000
Mengikuti gga per Orang Doku 140.100.000
Pelaksanaan 10.000 men L
Kebijakan di Bidang pendud Slsj'.al's.as' ?4GN )I(<6.'
Ketahanan Ekonomi, uk ak 4yt tinta 1jt, makmin

Sosial, Budaya dan
Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

persiapan sos 20 org 1
kali, sos 70 org x 6 keg;
moderator kabid
narsum (kaban, polres,
bnn), uang saku 50 x 6
keg

Hibah FKUB 80jt




2 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12
01 | 05 | 201 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan

Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Orang yang Purbalin | 31,90 108 12 DAU/APBD 108 Orang 45.000.000
Mengikuti Koordinasi | gga per Orang Doku 13.875.000
di Bidang Ketahanan 10.000 men Fasilitasi Deradikalisasi,
Ekonomi, Sosial, pendud (pembinaan/fasilitasi
Budaya dan Fasilitasi uk sosial kemasyarakatan
Pencegahan eks napiter,
Penyalagunaan organisasi_organisasi
Narkotika, Fasilitasi terindikasi radikal) 100
Kerukunan Umat org x 3kali di daerah
Beragama dan yanng terdapat esk
Penghayat napiter, sppd 375rb
Kepercayaan di
Daerah

01 | 05 | 201 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi,

Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi

Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Purbalin | 31,90 12 12 DAU/APBD 12 Laporan 45.000.000
Monitoring, Evaluasi dan | gga per Laporan | Doku 5.000.000
Pelaporan di Bidang 10.000 men
Ketahanan Ekonomi, pendud
Sosial, Budaya dan Uk Transport Monev

Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di

Daerah

pelaporan di bidang
ketahanan eksosbud,
mitigasi potensi konflik
sosial di 239 desa




2\ 3 \4\5|6|7

8

10

1"

12

01

06

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

1.108.765.000

1.934.000.000

01

06

2.01

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial

1.108.765.000

1.934.000.000

01

06

2.01

01

Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Dokumen Purbalin | 60 12 12
Program Kerja di Bidang | gga potensi | Dokumen | Doku
Kewaspadaan Dini, men
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun

512.915.000

DAU/APBD

1. Rapat Wasdinda

2. Rapat Tim Konflik
3. Tim Konflik

4. Tim Wasdinda

5. Pamtup Biasa
honor forkopimda
420.300.000 jasa pam
tup 14,7jt, atk 11jt,
makmin rapat 35 org x
13 keg, perjadin luar
46,7400

12
Dokumen

587.000.000

01

06

2.01

03

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Purbalin | 60 108 12

Mengikuti pelaksanaan ;
Kebijakan di Bidang 99a potensi | Orang | Doku

Kewaspadaan Dini, Kerja men
Sama Intelijen,Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah

DAU/APBD

108 Orang

90.000.000




2 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12
01 | 06 | 201 | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan

Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta

Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Orang yang Purbalin | 60 2880 12 DAU/APBD 1. Honor FKDM, Pora, 2880 Orang 732.000.000
Mengikuti Koordinasi | gga potensi | Orang Doku 420.550.000 297.600.000
di Bidang men (forkopimda) ; 2. Rapat

Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah

FKDM 3 kali 30rg, 3.
Rapat PORA, 30 org
1kali, Rapat Kasipem, 4
kali x 30 org 6.
Sosialisasi pencegahan
Konflik 6 keg x 70 org; ,
atk 12jt, komputer 2,5jt,
untuk diklat intelijen
dasar honor
narasumber 4 org
(kodim, polres, bais,
kejaksaan) moderator, ;
makan minum diklat
intelejen (257 kasi pem
desatkel+kec x 2 kali,
undangan 13) ; uang
saku diklat intelejen 257
x 2 kali. Uang saku
peserta sosialisasi
pencegahan konflik 70
org x 6 keg, narsum
sosialisasi pencegahan
konflik (dari masyarakat
3 org x 6 keg moderator
1




2 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 11 12
01 | 06 | 201 | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja :
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Purbalin | 60 12 12 DAU/APBD 12 Laporan 75.000.000
Monitoring, Evaluasidan | gga potensi | Laporan | Doku 62.750.000
Pelaporan di Bidang men
Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, 1. Pamtup Lebaran 11
Pemantauan Orang hari x 25 org @150rb
ﬁs!ng, Tenaga Kerja 2. Pamtup Nataru 4 hari
sing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan X 25 °r9 @150rb, )
Perbatasan antar Operasional atk dIl 1,5]t.
Negara, Fasilitasi monev konflik sosial 5Jt
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
01 | 06 | 201 | 06 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Purbalin | 60 12 12 DAU/APBD Makan minum Rapat 12 450.000.000
Hasil Pelaksanaan gga potensi | Dokumen | Doku 112.550.000 Forkopimda 12 bulan 37t | Dokumen
Forum Koordinasi men (kementrian, forkompimda,
. provinsi), 65 org x 12
Egﬂg‘:tgrszigh bulan @47500perjalanan
dinas biasa, perjadin luar
daerah pendampingan
forkopimda 70Qjt,
pengamanan kelas
kementerian 5jt,
operasional 500rb
TOTAL 48.824.995.000 10.807.180.000




Tabel 4.2

Risk Register Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2024

SEBELUM EVALUASI
N Risiko Sebab Dampak R_l?_"‘;arl‘(a
° Tujuan/Sasaran Indikator Kode ciuC . Skala Skala Nilai Pen gl:: n:ali an
Strategis Kinerja Uraian | Risiko | pemilik | Uraian | Sumber Uraian Pihakyang | - Dampak | Kemungkinan | Risiko
(1) (2) @) 4) (5) (6) (7) (8) &) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
I. RISIKO STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
l}\)ll::;;?ak:::‘n Persentase klasifikasi Penetapan
emahaman éian otensi enetapan Tidak ada Potensi Konflik
P poten P pan klasifikasi yang | internal . . melalui Rapat
kesadaran masyarakat | konflik yang potensi konflik R001 Kaban | baku dalam dan c Sulitnya memetakan | Pemerintah 4 3 12 Koordinasi Tim
terhadap nilai nilai diredam tidak | masing-masing enilain potensi | eksternal potensi konflik Daerah Ternadu
wawasan kebangsaan, | menjadi stakeholder Eonflik P PenF;n anan
partisipasi politik konflik berbeda KonflikgSosiaI
masyarakat
Pembentukan
Banfyaknya potensi Qgen ;
konflik tidak ewaspadaan
:él:;ir(]j?an a terpantau sejak dini Dini Daerah yang
Jumlah potensi informasiy Kesulitan internal yang seharusnya bmeerlt:ggrskan dan
Menurunnya potensi . . mendapatkan dapat dicegah tidak | Pemerintah por
konflik dimasyarakat konflik yang aklual terkait R002 Kaban data potensi dan ¢ menjadi konflik dan Daerah 4 3 12 penggalian
y dilaporkan adanya potensi p eksternal J . keterangan
konflik di konflik baru tertangani terkait potensi
X ketika sudah konflik yan
wilayah NEANaa yang
menjadi konflik yang terjadi di wilayah
lebih besar desa masing-

masing




(1) 2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
Penanganan - .
. . Analisis potensi ;
Perbedaan konfik masing (onflik menjaci e
Persepsi dalam stakehgol der internal kurang akurat Pemerinta sosial ekternal
Menganalisis R003 | Kaban berbeda-beda dan C | sehingga dapat h Daerah 4 2 8 melalui Timdu
data potensi prosedumya eksternal menghambat penanganan
konflik sesuai tugas dan Eg;ﬁﬁgahan dini konflik sosial
kewenangan
Persentase Indikator kinerja Optimalisasi
‘ pemilih yang Kurangya yang dihitung p(flaksanaan
gﬂei?;nr?‘zz;r]ﬂ;rgg'am hmae"ngg"r‘n:;:; I;imw?;am Kaban gg?slir’]“ase Internal c C:é): Itzr;]frllne;ﬁ Kaban 4 4 16 pglrilt(ijli(dliléagda
bidang politik dalam Pemilu (Presiden, | o kan pemilih yang Edak ada e};nng 0% pemnih F;mma
negeri DPR, DPD, hak gislgihn 3 menggunakan P ’ gan en?ilih
DPRD Provinsi prnnY hak pilih dalam erempuan
DPRD Kota) pemilu peremp

II. RISIKO OPERASIONAL BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM Cakupan
PENGUATAN masyarakat yang
IDEOLOGI memperoleh
PANCASILA DAN peningkatan
KARAKTER wawasan
KEBANGSAAN kebangsaan
Jumlah
rekomendasi

Perumusan Kebijakan
Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila
dan Karakter
Kebangsaaan

terkait Perumusan
Kebijakan Teknis
dan Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang Ideologi
Pancasila dan
Karakter
Kebangsaan yang
ditindaklanjuti




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(12)

(13)

(14)

(15)

Penyusunan Program
Kerja di Bidang Ideologi
Wawasan Bangsa,

Pembauran
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter

Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka

Tunggal lka dan

Sejarah Kebangsaan

Jumlah kegiatan
terkait
Penyusunan
Program Kerja
di Bidang
Ideologi
Wawasan
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bela Negara,
Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Pelaksanaan

Koordinasi di Bidang

Ideologi Wawasan

Jumlah kegiatan
terkait
Pelaksanaan
Koordinasi di
Bidang di
Bidang Ideologi
Wawasan
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bela Negara,
Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Tertundanya
pelaksanaan
seleksi
paskibraka
tingkat
kabupaten

Kabid
Kesban

g

Menunggu
petunjuk teknis
dari pusat

eksternal

Terbatasnya waktu
seleksi Paskibraka

Panitia
Seleksi
Paskibrak

a

12

Melaksanakan
seleksi awal
dengan
berpedoman
pada juknis
tahun
sebelumnya




(6)

(1) (2) &) 4) (5 (7) (8) &) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
Jumlah kegiatan
terkait
Pelaksanaan
Monitoring
Evaluasi dan
Pelaksanaan Pelaporan di
Monitoring Evaluasi dan | Bidang Ideologi
Pelaporan di Bidang Ideologi Penekanan
Bongen, Pembauran | Banges, | 1erambaina Kabig | Dokumen Terambalnya dan ot i
K gsa, gsa, laporan hasil monitoring dan | . pemenuhan laporan | Sekretaria
ebangsaan, Bela Pembauran itoring d Kesban luasi tidak internal C bulanan m 0 t 2 1 2 untuk
Negara, Karakter Kebangsaan, monrloring dan g evaluast tida u'anan maupu melaporakan
evaluasi lengkap triwulan ;
Bangsa, Pembauran Bela Negara, kegiatan tepat
Kebangsaan, Bineka Karakter waktu
Tunggal lka dan Bangsa,
Sejarah Kebangsaan Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan
PROGRAM
PENINGKATAN
PERAN PARTAI Cakupan
POLITIK DAN P
LEMBAGA masyarakat
PENDIDIKAN yang
MELALUI memp_eroleh
PENDIDIKAN POLITIK f,’em'?"!aa“
DAN er!c!ldlkan
PENGEMBANGAN | FOlIik ban
ETIKA SERTA engembanga
BUDAYAPOLITIK | M Etika Serta

Budaya Politik




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(12)

(13)

(14)

(15)

Perumusan Kebijakan
Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik

Jumlah
Rekomendasi
terkait
Kebijakan
Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan
Bidang
Pendidikan
Politik, Etika
Budaya Politik,
Peningkatan
Demokrasi,
Fasilitasi
Kelembagaan
Pemerintahan,
Perwakilan dan
Partai Politik,
Pemilihan
Umum/Pemilih
an Umum
Kepala Daerah,
serta
Pemantauan
Situasi Politik
yang
ditindaklanjuti




(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah kegiatan
terkait
Pelaksanaan
kebijakan di
Pelaksanaan Kebijakan | Bidang
Di Bidang Pendidikan Pendidikan
Politik, Etika Budaya Politik, Etika
Politik, Peningkatan Budaya Politik, Dilakukan
Demokrasi, Fasilitasi Peningkatan Terlambatnya Teﬂa‘mbsil.ttr.\g a upaya
Kelembagaan Demokrasi, penyaluran Kabid %aenal pokl : Penyelenggaraan Partai percepatan
Pemerintahan, Fasilitasi hibah bantuan Poldagri gajuian pendidikan politik politik, antara lain
Perwakilan dan Partai Kelembagaan keuangan dan proposal hibah | eksternal c oleh partai politik emerinta 8 1 3 dengan
o » bag 9 . bantuan P P P g
Politik, Pemilihan Pemerintahan, | kepada partai Ormas keuanaan partai tertunda h daerah pelaksanaan
Umum/Pemilihan Perwakilan dan | politik oIitikg P koordinasi
Umum Kepala Daerah, | Partai Politik, P secara masif
serta Pemantauan Pemilihan
Situasi Politik Di Umum/Pemiliha
Daerah n Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah
Dilaksanakan
Terlambatnya bimbingan
penyampaian Kabid Terlambatnya terlambatnva teknis untuk
SPJ hibah Poldagri | partai politik Y Partai admin parpol
bantuan dan menyelesaiakan eksternal ¢ penyerahgn .SP‘J ke Politik 2 1 2 dan
. y BPK Provinsi .
keuangan partai Ormas | SPJ banparpol pendampingan
politik penyusunan
SPJ
Adanya
perbedaan
penetapan Besaranya Pembahasan
Terlambatnya indeks anggaran hibah Pemda, RAB
penyaluran Pemkab | penganggaran eksternal C | yang harus KPU/Baw 2 1 2 berdasarkan
hibah pemilu kegiatan dalam disipakan aslu indeks SSH
RAB yang Pemerintah Daerah Kabupaten

diajukan oleh
KPU/Bawaslu.




(6)

(1) (2) 3) (4) (5) (7) (8) &) (10) 1) (12) (13) (14) (15)
Jumlah
Kegiatan terkait
Pelaksanaan
Monitoring
Evaluasi Dan
Pelaksanaan E%Igﬁoran d
Monitoring, Evaluasi 9
: Pendidikan
dan Pelaporan di e
. L Politik, Etika
Bidang Pendidikan Budava Politik
Politik, Etika Budaya Penin)g;katan ' Penekanan
Politk, Pemngkgt.an . Demokrasi, Terlambatnya Kabid Dokumen Terlambatnya kepada PPTK
Demokrasi, Fasilitasi Easilitasi | hasil Poldaari itoring d han | Sekretari dan staf admin
Kelembagaan asilitasi aporan hasi oldagri | monitoring dan internal ¢ | pemenuhanlaporan | Se retaria 9 1 2 untuk
Pemerintahan Kelembagaan monitoring dan dan evaluasi tidak bulanan maupun t melaporakan
Perwakilan dan Partai Pemerlntahan, evaluasi Ormas | lengkap triwulan kegiatan tepat
e ” Perwakilan dan
Politik, Pemilihan S waktu
" Partai Politik,
Umum/Pemilihan o
Pemilihan

Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah

Umum/Pemiliha
n Umum Kepala
Daerah, serta
Pemantauan
Situasi Politik di
Daerah

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
DAN PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Persentase
ormas yang
terbina




(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

()

(19

(1)

(12)

(13)

(14)

(15)

Perumusan Kebijakan
Teknis dan
Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

Jumlah
rekomendasi
terkait
pemantapan
PelaksanaanBi
dang
Pemberdayaan
dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakat
an yang
ditindaklanjuti

Penyusunan Program
Kerja dibidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing di
Daerah

Jumlah kegiatan
terkait
Penyusunan
Program Kerja
di Bidang
Pendaftaran
Ormas,
Pemberdayaan
Ormas,
Evaluasi,
Mediasi
Sengketa
Ormas,
Pengawasan
Ormas dan
Ormas Asing




(1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah kegiatan
terkait
Pelaksanaan
kebijakan di .
Pelaksanaan Kebijakan | Bidang Sempitnva waktu E)ll:k;kan
dibidang Pendaftaran Pendaftaran prtnya ¥ pay
Terlambatnya , Terlambatnya yang dimiliki ormas percepatan
Ormas, Pemberdayaan | Ormas, Kabid . )
) penyaluran .| penyampaian untuk antara lain
Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan hibah " Poldagri | K | c lak K 0 3 2 6 q
Mediasi Sengketa Ormas ibah organisasi dan porposa eksterna melaksanakan rmas engan
" kemasyarakata permohonan kegiatan yang pelaksanaa
Ormas, Pengawasan Evaluasi, Ormas hibah iniavai dari hibah koordinasi
Ormas dan Ormas Mediasi n iba dibiayai dari hiba n koordinasi
Asing di Daerah Sengketa ormas secara
masif
Ormas,
Pengawasan
Ormas dan
Ormas Asing
Tidak adanya Pelaksaan
staf administrasi Koordinasi
Terlambatnya Kabid ormas yang Terlambatnva secara
penyerahan Poldagri | memiliki y masif dan
. , eksternal C | penyerahan SPJ ke | Ormas 3 3 9 .
SPJ hibah dan kompetensi BPK Provinsi pendamping
ormas Ormas | standar dalam an
pengelolaan penyusunan
anggaran hibah SPJ
Adanya .
Diadakan
sengketa , o
internal ormas giltzjlggri dualisme Pengalihan alokasi g;sgl?isrln
yang dapat dan kepemimpinan eksternal C hibah Ormas 2 2 4 Terpadu
membatalkan Ormas P P Penp awasa
penyaluran Og
hibah n Ormas
. Sulitnya D|adgk§n
Kabid mediasi
Lambatnya .| menyatukan )

. Poldagri . Sengketa ormas oleh Tim
penyelesaian dan persepsi antar eksternal C berkepanianaan Ormas 2 1 2 Terpadu
sengketa ormas Ormas | ©rMas yang panjang Penp Awasa

bersengketa 9

n Ormas




(6)

(1) (2) &) 4) (5 (7) (8) &) (10) (1) (12) (13) (14) (15)

Jumlah kegiatan

terkait

Pelaksanaan

Monitoring
Pelaksanaan Evaluasi Dan
Monitoring Evaluasi dan | Pelaporan di Penekanan
Pelaporan Dibidang Bidang kepada PPTK
Pendaftaran Ormas, Pendaftaran Terlambatnya Kabid Dokumen Terlambatnya P

! . L . dan staf

Pemberdayaan Ormas, | Ormas, laporan hasil Poldagri | monitoring dan | . pemenuhan laporan | Sekretaria ;

. o o L internal C 2 1 2 admin untuk
Evaluasi dan Mediasi Pemberdayaan | monitoring dan dan evaluasi tidak bulanan maupun t melaporakan
Sengketa Ormas, Ormas, evaluasi Ormas | lengkap triwulan ke iarian tepat
Pengawasan Ormas Evaluasi, waglitu P
dan Ormas Asing di Mediasi
Daerah Sengketa

Ormas,
Pengawasan
Ormas dan
Ormas Asing
Cakupan
masyarakat
PROGRAM yang
PEMBINAAN DAN memperoleh
PENGEMBANGAN Pembinaan
KETAHANAN Dan
EKONOMI, SOSIAL, Pengembanga
DAN BUDAYA n Ketahanan
Ekonomi Dan
Sosial Budaya
Jumlah
rekomendasi
Perumusan Kebijakan terkait
. Pemantapan
Teknis dan
Pelaksanaan
Pemantapan .
. Bidang
Pelaksanaan Bidang
: Ketahanan
Ketahanan Ekonomi, .
. Ekonomi,
Sosial dan Budaya .
Sosial dan
Budaya yang

ditindaklanjuti




(6)

(1) (2) G (4) (5 (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah kegiatan
terkait
Penyusunan
Penyusunan Program P_rogram Kerja
AP diBidang
Kerja di Bidang
. Ketahanan
Ketahanan Ekonomi, .
. Ekonomi,
Sosial, Budaya dan .
o Sosial, Budaya
Fasilitasi Pencegahan o
dan Fasilitasi
Penyalagunaan Pencegahan
Narkotika, Fasilitasi g
Penyalagunaan
Kerukunan Umat .
Narkotika,
Beragama dan o
Fasilitasi
Penghayat Keruk
Kepercayaan di Daerah eruxunan
Umat Beragama
dan Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
Jumlah kegiatan
terkait
Pelaksanaan
Kebijakan di
Pelaksanaan Kebijakan | Bidang
di Bidang Ketahanan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Ekonomi,
Budaya dan Fasilitasi Sosial, Tidak Satgas P4GN di
Pencegahan Budaya dan berialannva Kabid masing-masing Terhambatnya Bakesban
Penyalagunaan Fasilitasi ! y Kesban | OPD tidak aktif, | Internal C | pelaksanaan 2 1 2
. L satgas PAGN . gpol
Narkotika, Fasilitasi Pencegahan ada OPD g hanya formalitas program P4GN
Kerukunan Umat Penyalagunaan P di SK-kan
Beragama dan Narkotika,
Penghayat Fasilitasi
Kepercayaan di Daerah | Kerukunan

Umat Beragama
dan Penghayat

Kepercayaan di

Daerah




(1) (2) (3) (4) (5) (6) ) (8) 9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Dilakukan
upaya

Terlambatnya Kabid Terlambatnya Terhambatnya gﬁtrgf;?;ﬁ]n
penyaluran Kesban | penyampaian Ekternal C | pelaksanaan FKUB 3 2 6 dengan
hibah FKUB g proposal hibah program kerja FKUB
pelaksanaan
koordinasi
secara masif
Tidak adanya
Staf
Administrasi Pelak§aaq
. Koordinasi
Terlambatnya Kabi yang menangani Terlambatnya secara masif
enyampaian abid anggaran dalam enyampaian SPJ dan
gp Jyh' P Kesban | struktur Eksternal c | Pehyamp FKUB 2 1 2 .
ibah o kepada BPK pendamping
FKUB g g Provinsi an
uB
penyusunan
SPJ
Jumlah kegiatan
terkait
Pelaksanaan
Monitoring
Pelaksanaan Monitoring | Evaluasi Dan
Evaluasi dan Pelaporan | Pelaporan Di
Di Bidang Ketahanan Bidang Penekanan
Ekonomi, Sosial, Ketahanan kepada
Budaya dan Fasilitasi Ekonomi, Terlambatnya Kabid Dokumen Terlambatnya PPTK dan
Pencegahan Sosial, Budaya | laporan hasil Poldagri | monitoring dan | . pemenuhan laporan | Sekretaria staf admin
AN o L internal C 2 1 2
Penyalagunaan dan Fasilitasi monitoring dan dan evaluasi tidak bulanan maupun t untuk
Narkotika, Fasilitasi Pencegahan evaluasi Ormas lengkap triwulan melaporakan
Kerukunan Umat Penyalagunaan kegiatan
Beragama dan Narkotika, tepat waktu
Penghayat Fasilitasi
Kepercayaan di Daerah | Kerukunan

Umat Beragama
dan Penghayat

Kepercayaan di

Daerah




BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purbalingga Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap
dokumen perencanaan pembangunan pada skala prioritas pembangunan Tingkat
Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka
panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus
diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purbalingga pada Tahun 2024.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sebagai Satuan
Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang
bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa
Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan
kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi
yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purbalingga Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Tahun 2024, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun
demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung
pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

1. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki
bobot prioritas lebih rendah;

2. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran
terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan
dilaksanakan merupakan suatu upaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purbalingga dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin
terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal
mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan
berkepentingan) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.



Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra)

melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2024, maka perlu dilakukan hal-

hal sebagai catatan penting berikut ini:

1.

Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini, sehingga
implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat

dipertanggungjawabkan,;

. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak

yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan

motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.

. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah

dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan
secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh
menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan

pencapaian tujuan akhir organisasi.

. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja

ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan

rencana kerja yang telah dibuat;

. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang

telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan
jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian
visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja

yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan

akhir bersama vyaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju

Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Aamin.

Purbalingga, 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPAT PURBALINGGA
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